PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGA

- Menimbang : a.

Mengingat: 1.

bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan &
pembangunan daerah ‘menimmbulkan hak dan
kewajiban daerah yang dapat ainilai dengan uang,

bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan
kualitas pembangunan serta penyelenggarazn
Pemerintah Daerah yang baik, vang berorente::
pada pelayanan umum, maka perlu adarn, .
kebijakan pengelolaan keuangan daerah van:
sesuai dengan kaidah perigeioiaan keuangan pubir:

yang efektif, efesien, transparan, s
bertanggungjawab;

bahwa berdasarkan pertimiangan sebagaima .
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menetapkan  Peraturan  aerah — Kabupatsn

. Halmahera Tengah tentang Pedoman Pengeloiaan
. Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentans
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I
Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tanun
1990 Nomor 51, Tambahan iembaran Negara - -
Nomor 3830)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a
Nomor 4118);
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11.

12.

" Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Repub

Undang-Undang Nomor 17 Tzhun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubtik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambah:an

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 42861,

‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentansz

Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta::
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjaw:inz

i

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub:ik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambah:

" Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 440
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentacs

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

~dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone::a
Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar: :
Negara Republik Indonesia Tanhun 2009 Nomor ili}.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz

* Nomor 5049);
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan(Lembaran Negara I Tahun 2011 Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuby:k
Indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambar -

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 20750
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaizi
Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi «:v

Indonesia Tahun 2000 MNomor 203, Tambabhszr.
Lembaran Negara Repubiik inonesta Nomor 4027
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 200

tentang Tata Cara Perianzgungiawaban Kepeue
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesiz
Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembarsr
Negara Republik Indonesia Noraor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20770
tentang Pengendalian Jumian Kumulatif Densic
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20.

Anggaran Pendapatan Zelanja Negara «an
Anggaran Pendapatan Belania Daerah serta Belaiiu
Kumulatif Pinjaman Pemerntah Pusat dan Daeren
(Lembaran Negara Repubiilr indonesia Tahun =7 (
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repuiii:
Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone:
Nomor 4577); -

AL

Peraturan Pemerintah Noinor 58 Tahun 2¢uE

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarzn
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomu-
140); Tambahan Lembaran Negara Repuiil
Indonesia Nomor 4578); ,
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerarur:
Standar Pelayanan Minimai (Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone=:
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinacn dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembarzn
Negara Republik Indonesia Tanun 2005 Nomor ins.
Tambahan Lembaran Negars Repubiik Indone:::.
Nomor 4593);

Peraturan - Pemerintah Nomor e
tentang Laporan Keuangan <an Kinerja Instans:
Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indones:a
Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 329 Tahun 23807
tentang Pengelolaan ~ Uang Negara/Daeran
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun Z007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Reputii
Indonesia Nomor 4734, .
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Sistem Informasi Keuangan Daeran
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun =005
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repuiiik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201>
tentang Pinjaman Daeran {Lembaran Negais
Republik Indonesia Tahun i(*! ! Nomor 59);




"~ masyarakat hukum yang mempunyai . baias-patas wilayan y

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
' Pengadaan Barang dan Jasa:
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahurn

ol

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratu
Menteri. Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 203
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

-
i~

. Dengan Persetujuan Bersamasa
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAY

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGA®
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ‘TENTANG PEDOMAX

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan :
1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah, adai:ii
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasasan

- pemerintahan Negara Kesatuan Republik incdonesia sebagaimar

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Repupiik indonesia tanun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daeran
Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur penyelenggeiz
Pemerintah Daerah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seianiutnva disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Xabupaten Haimane:a
Tengah.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmanc—ra Tengan.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut dasrah adalah kesatu:

A

berwenang mengatur dan mengurus urusan vemerintahan oev
kepentingan masyarakat setempat menurut =wrakarsa senci

~berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem pegara Kesatu ol

Indoneia.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah datam
rangka penyelengaraan pemerintahan daeran vang dapat dinia:
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dengan uang termasuk: didalamnya segaia ventuk kekayaan vaiie
berhubungan dengan hak dan kewajiban daeran tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseiuruhan kegiatan va-z
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausanaan, pengawassi:.
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah varng selaniutnya diseixtit
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRT.
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRT
dengan persetujuan bersama Bupati. :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang seianiutnva disebut PPF .
adalah kepala satuan kerja pengelola ieuvangan daeran vane
selanjutnya ' disebut Kepala SKPKD vang mempunyai iuzos
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaheie
Umum Daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingikat Kuasa BU~
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas bendahara umuir.
daerah.
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanazr
tugas bendahara umum daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seianiutnva disebut SK:i
adalah perangkat daerah pada pemerintah «zerah seiaku penggui.iz
anggaran barang. ‘ .
Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang miciaksanakan satu a-7".
beberapa program. ,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang seianiutnva disebut PPTY
adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang meiaksanaikan satu arst

- beberapa kegiatan dari suatu program szsual dengan bidail.

tugasnya.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat @cimegang kewenangzy
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tigas pokok dan furnirs:
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat vang diberi kuasa un+ &
melaksanakan  kewenangan = penggun anggaran daiii

" melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPL.

Pengguna Barang adalah pejabat peniegang kewenang:r.
penggunaan barang milik daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yarig
ditentukan oleh kepala daerah untuk menamvung seiurvn
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeivaran daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekenirig tempat menvimrsn
uang daerah yang ditentukan oleh XKenaia Daerah untu:
menampung seluruh penerimaan Daerah can digunakan untid.
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan
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Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional vang dituniix-
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan., menatausahakan dai
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangss
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsionai yang dituni.s
untuk menerima, menyimpan, membayarkan. menatausahakan daxr
mempertanggungjawabkan uang untuk keperiuan belanja daerz~
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk alam kas daerah.
pengeluaran daerah adalah uang yang keluar cari kas daerah.
Pendepatan Daerah adalah hak pemeriniah daerah yang diai::
sebagai nilai kekayaan bersih.

belanja daerah adalah kewajiban pemermrar daerah yang diat ‘.
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

surplus anggaran daerah adalah selisih ieini: antara pendapat.:.
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatar
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerlmadn vang perlu dibasar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembaii, bl
pada tahun aggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tan:n
anggaran berikutnya. _

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang seianiutnya disebut SILFA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeiuaran anggarar:
selama satu periode pelaporan.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi vang mengakibatizr

daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat vang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiiy:
untuk membayar kembali.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekazzr.
penganggaran berdasarkan kebijakan. dengan pengambiian
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilaikukan dalam perspeici:
lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkarn
implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tamar
berikutnya yang dituangkan dalam prakirazs maiu.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalai vernitungan kebutunes.
dana untuk tahun anggaran berikuinve dari tahun vari
direncanakan ‘guna memastikan kesinamiiuingan program <
kegiatan yang telah disetujui dan menian: dasar penyusunzn
anggaran tahun berikutnya.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan:oprogram yang axan
atau telah dicapai sehubungan dengan wvenggunaan anggarsi
dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Penganggaran Terpadu adalah penyusunai: rencana keuanz:i
tahunan yang dilakukan secara terintegras: untuk seiuruh iemis
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belanja guna melaksanakan kegiatan ocemerintahan  yar

didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi ziokasi dana.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerinianan ai bidang terter
yang dilaksanakan dalam rangka mencapa: rujuan pemnangu_ia“
nasional.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upe &
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumis"
daya yang disediakan untuk mencapai hasi vang terukur ses.ia
dengan misi SKPD.

Kegiatana adalah bagian dari program yang «:laksanakan oieh s.. .
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapa:
sasaran terukur pada suatu program dan terairi dari sekumptiit
tindakan pengarahan sumber daya baik vang berupa persona:
(sumber daya manusia), barang modal termasuk periatan «
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberana atau keemua ;
sumber daya tersebut sebagai masukan (inpus untuk menghasiii o
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharanian dari suatu progrii
atau keluaran yang diharapkan dari suatu iegiatan. .

Keluaran (output) adalah barang atau jasa vang dihasilkan sieh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasarar:
dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu +vang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatem dalam satu program.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasrah vang selanjurr
disingkat RFJMD adalah dokumen perem anaan untuk perioc
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vaig selanjutnva diser -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adaiah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tanun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang seianiutnya disingrs:
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan ca. penganggaran vii
berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran vang dmeruu
untuk melaksanankannya.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnva disingkat KUA adaian
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, beianja can
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 {sazu;
tahun. ,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang selanjutnya disetiir
PPAS adalah rancangan program prioritas dan vatokan baas
maksimal anggaran yang diberikan kepacda SKPD untuk sevan
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjuinya disingia:
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja can
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pe:aiksanaan perubainsn
anggaran oleh pengguna anggaran.
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Surat Permintaan Pembayaran yang seianiutnya disingkat =:F
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejavat yang berianggunz
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeiuaran untiw
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjuinva disingkat SPM adaizo
dokumen yang digunakan/diterbitkan olen penggusie
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk wvenerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yans seianjuinya disingsa”
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitikan oleh penggui:z
anggaran/kuasa pengguna anggaranh untur Senerbitan SP2D atuse
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihai ketiga.

Surat Perintah Membayar Langsung yang ssianiutnya disine
SPM-LS adalah dokumen yang diteriitkan oieh penggu«:
anggaran/kuasa pengguna anggaran untux wnenercitan SP2D ains
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ieriga.

Uang Persediaan adalah sejumlah uang :unai vang disediai=r

~untuk satuan kerja dalam melaksanakan «egiatan operasioqi:.

sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Uang Persediazn vang selanjuu:e
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang citernitkan oleh penggur:=z
anggaran/kuasa pengguna anggaran untux —enerbitan SP2D arow
beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang cipergunakan sebawsl
uang persediaan untuk mendanai Kkegiatar operasional kan
sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Perseaiaan vang selanjutr-#
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diteroitkan oieh pengguuiiz
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk nenerbitan SP2D aras
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananva dipergunakan umniiib.
mengganti uang persediaan yang telah dibeianiakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Jang Persediaan vane
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah doicuriien vang diterbiticarn
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaram unty
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, Xkarera
kebutuhan dananya melebihi dari jumian batas pagu . uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang -wajib dibayar kepacd
pemerintah daerah dan/atau hak pemerimtan daerah yang dauac

dinilai dengan uang sebagai akibat perjaniian atau akibat lainr.a

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainr =
yang sah. :

Barang Milik daerah adalah semua barang vang dibeli atzu
diperoleh atas beban APBD atau berasai cari gerolehan lainmva
yang syah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wapnb dibavar pemerimias
daerah dan/atau kewajiban pemerintah dasran vang dapat cin =
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dengan wuang Dberdasarkan peraturan rerundang-undangai.
perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya vang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampuie
kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dawuat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daeran merupakan suatiul
proses yang  berkesinambungan vang  ailakukan @ oi:-
lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas aan fungsi meiakukan
pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin ag:
pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan caerah sesuai dengan
rencana dan peraturan perundang-undangan.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga cac
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuarz:n
melawan hukum baik disengaja maupun ialai.

Badan Layanan Umum Daerah yang seianiuinya disingkat BLU L
adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD di :ingkungan pemerinrii
daerah yang dibentuk untuk memberikan vpelavanan Xepa:z
masyarakat berupa penyediaan barang dansatau jasa yang qQijus:
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan daiam melakukar
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi can produktifitas.
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya aisingkat SPD adalisn
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakai.
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memveroieh mant:
ekonomis seperti bunga, deviden, royaiti, :a:iiraat sosial dan/a.. .
manfaat lainnya sehingga dapat meningiatkan kemampuis:
pemerintah dalam rangka pelayanan masyaraxat,

BAGIAN KEDUA
RUANG LINGKUP DAN ASAS UMM
Ruang Lingkup

- Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan Daerah adalah meliputi:

a.

® a0

Hak Daerah untuk memungut pajak daerah aan retribusi daerzn
serta melakukan pinjaman ;

Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan .risan pemerintal::
daerah dan membayar taglhan pihak ketiga ;

Penerimaan Daerah ;

Pengeluaran Daerah

.....

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain Voo

dapat dinilai dengan uang termasuk kekavaan vang dipisahk mf;
pada perusahaan daerah; dan




f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintan daerah daizm
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atii
kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang d1atur dalam Peraturan Daerah s
mehputl

. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
. Struktur APBD;
. Penyusunan RKPD KUA, PPAS dan RKA-SKPD:
. Penyusunan dan penetapan APBD;
. Pelaksanaan APBD;
Penyusunan dan penetapan perubahan APBD:
. Pelaksanaan APBD Perubahan;
. Penatausahaan keuangan daerah;
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Pengendalian defisit dan penggunaan surpius A~38D:
. Pengelolaan kas umum daerah;
. Pengelolaan piutang daerah;
m. Pengelolaan investasi daerah;
n. Pengelolaan barang milik daerah;
o. Pengelolaan dana cadangan,;
p. Pengelolaan utang daerah;
q. Pengelolaan Keuangan Desa; :
r. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengeloiaan keuangszi.
daerah;
. 8. Penyelesaian kerugian daerah.

et e yre MO R0 O

Bagian Ketiga
A.sas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib., :zat pada peraturar:
- perundang-undangan, efisien, ekonomis, =z:=ikuf, Transparan ozr.
bertanggung jawab dengan memperhariican asas keadil: -
kepatuhan dan manfaat untuk masyarakar.
(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanawk:n calam suatu sistiow
- yang terintegrasi yang diwujudkan dalam ~¢RD vang setiap tai:
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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(1)

_ BAB II -
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAW DAERRAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuanyan Daerah

Pasal 5

Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintanan Daerah ada.: .
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan aaerah dan mewas:i:
pemerintah daerah dalam kepemilikan wxexayaan daerah ver
disiapkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimer

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APRD;

Menetapkan kebijakan tentang pengeloiaan barang daerah;

Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ nerngguna barang;

Menetapkan bendahara  penerimasu dan bendai:: »

pengeluaran;

Menetapkan pejabat yang bertugas meinkukan pemungu:.

- penerimaan daerah;

f. Menetapkan pejabat yang bertugas meialkuikan pengeloi::
utang dan piutang daerah;

g. Menetapkan pejabat yang bertugas metlakukan pengeloizan
barang milik daerah; dan

h. Menetapkan pejabat yang bertugas meiakukan pengujian aras
tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daeran seoagaimana dimaksti

pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

po o

@

- a. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

b. Kepala SKPD selaku peJabat pengguna anggaran/penggui
barang daerah.

Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaicsud pada a

(3), Sekretaris Daerah - bertindak selaku koordinator pengeioizat
keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana ciimaksud pada ayar
Sekretaris Daerah dibantu oleh asisten seixietaris daerah selaku
wakil koordinator pengelolaan keuangan dacran.

Pelimpahan kekuasaan dimaksud pada ayat :3i, avat (4), dan an:
(5) ditetapkan dengan Peraturan Bupatn: berpedoman paca
peraturan perundang-undangan.
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(1

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengeiciaan keuangan daerarn

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 avat i) berkaitan dengsn

tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan

dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintanan

daerah termasuk pengelolaan keuangan daeran.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengeioiaan keuangan daevis.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunvail-tugas koordinas

di bidang :

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakarn ;»¢::getolaan APBD;

b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijaikan pengelolaan barsa- <
daerah;

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran; barang;
d. menetapkan bendahara penerimacil dan/bendar &
pengeluaran;

e. menetapkan pejabat yang bertugas malakukan pemungur::
penerimaan daerah; ’

f. menetapkan pejabat yang bertugas wue.akukan pengeloise:
utang dan piutang daerah; -

g. menetapkan pejabat yang bertugas meclakukan pengeiolaz:
barang milik daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas meiakukan pengujian aras
tagihan dan memernyahkan pembayarai:.

kekuaaan pengelolaan keuangan daerah senagaimana dimaksuc

pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. kepala satuan kerja pengelolaan keuangan caerain selaku PPXLI

b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna aggaran/barang daerai.

dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana armmaksud pada &7~

(3), sekretaris daerah bertindak selaku coordinator pengelolazri

keuangan daerah.

pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud vada ayat {2), av::

(3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan buvati berpedom:n

pada peratran perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah

Pasal 7
PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan vengeloiaan keuangsii
daerah;
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b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
¢. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
d. Menyusun laporan keuangan <daeran  dalam  rangia
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
e. Melaksanakan tugas lainnya - berdaszrkan kuasa vars
, dilimpahkan oleh Bupati. '
(2) PPKD selaku BUD berwenang:
Menyusun kebijakan dan pedoman peiaksanaan APBD;
Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; '
Melakukan pengendalian pelaksanaan ArRT:
Memberikan petunjuk teknis pelaksanaarn system perierimaat
dan pengeluaran kas daerah;
Memantau pelaksanaan penerimaan dan vengeiuaran APBD cizs
bank dan/atau lembaga keuangan lainnva vang telah ditunjuk:
f. Mengusahakan dan mengatur dana vang diperiukan dalioo
pelaksanaan APBD;
Menyimpan uang daerah;
. Menetapkan SPD;
Melaksanakan penempatan uang daerain dan mengeloia ser
menatausahakan investasi; :
j- Melakukan pembayaran berdasarkan cermintaan pejaii..l
pengguna anggaran atas beban rekening kxas umum daerah;
k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan aze
nama pemerintah daerah;
1. Melaksanakan pemberian pinjaman aias nama pemerinta

poow

@

= R

daerah;

m. Melakukan pengelolaan utang dan piutang naeran:

n. Melaksanakan sistem akuntansi dan eiaporan keuant: -
daerah; dan

o. Menyajikan informasi keuangan daerah.
Pasal 8

(1) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabsat di lingkungan SKFPiT
selaku kuasa BUD.

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimsicsud pada ayat
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada =avat (1), mempur.
tugas :
a. Menyiapkan anggaran kas;
b. Menyiapkan SPD;
c. Menyiapkan SP2D; dan

(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat i.3)
juga melaksanakan wewenang sebagaimana cimaksud dalam Fasa
7 ayat (2), huruf (e), huruf (f), huruf (g), hurur i), huruf (j), hurur &
dan huruf (m).
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(5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUI» seiaku PPKD.

i’asal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnva i lingkungan satuan
kerja pengelclaan keuangan daerah.

~ Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Sarang Daerah

Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dacran mempuyai tugss
dan wewenang;:
| . a. Menyusun RKA-SKPD;
. b. Menyusun DPA-SKPD;
~¢. Melakukan tindakan yang mengakibatkan wengejuaran atas bensr
anggaran belanja;

- d. Melaksanaan anggaran SKPD yang d1p1mpmn\ a;

e

. Melakukan pengujian atas tagihan <an  memerintaiic:«
pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama ¢enzan pinak lain dai

batas anggaran yang telah ditetapkan; .

h. Menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yuug
dipimpinnya;

i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SK-T
yang dipimpinnya;

j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan caeran yang menjad:
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

'k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vansg

~ dipimpinnya;

I. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vang aipimpinnya;

m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna darang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oieh Bupati; dan

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fugasnyva Kepada Bupzd
melalui Sekretaris daerah.

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barar:. caiam melaksanav.
tugas sebagaimana dimaksud dalam pasai i1 :i dapat melimpanxan
sebagian kewenangan kepada kepala unit xevia paca SKPD seizxid
kuasa pengguna anggaran/kuasa penggunaz irang.
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(2)

-Kerangka Acuan Kerja) sebagaimana dimaksud pada ayat (3} hu

Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaskud pada a
(1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala 3iFPD.

Penetapan kuasa pengguna anggaran/pensg«, parang pada SR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beras

Vil

P
DAY

zarkan Derumoanb =T
tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang vang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi ¢a - arau rentang kendar:
dan pertimbangan objektif lainnya.

Kuasa pengguna anggaran/pengguna baraiie berranggung jawzi
penuh atas pengelolaan anggaran/pengguna barang yang

dilimpahkan kepadanya.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatzn 3KPD

Pasal 12

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daiam melaksanai
program dan kegiatan SKPD menunjuk peiapat pada unit Xera
SKPD selaku PPTK atas usul kuasa penggiin: anggaran/penggu s
barang.
PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat !} mempunyai tuzas
mencakup :

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatarn:

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan xegiatan;

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban penaelua"

pelaksanaan kegiatan.

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan iTerm Of Reference,

(a) diatur dalam peraturan Bupati.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksua vwada avat (3) hurur =
mencakup dokumen administrasi kegiata:: maupun dokur
administrasi yang terkait dengan persyasratan nembpayaran ¥
ditetapkan sésuai dengan ketentuan perunuw -undangan.

Pasal 13 '

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksuc 45’1iam Pasal i3 avar ¢
berdasarkan pertimbangan kompetensi japaiaii. anggaran kegiat. .
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kenaan dan pertimbangari
objektif lainnya.

PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepaca
pengguna anggaran/pengguna barang meiaiul kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang.
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@

Fh® QO

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SHPD

Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran

~ yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD mepetapkan Deja‘ba

yang melaksanakan fung31 tata usaha keuangan pada SKPD sebas:

PPKSKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayar | | mer munyal tugas

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan oparang dan jasa yaiaz
disampaikan oleh bendahara engeiuaran das

- diketahui/disetujui oleh PPTK dan/atau kuasa penggu:s

anggaran/pengguna barang;

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPE-TU, dan SPP LS gan

dan tunjangan PNS serta penghasilan iainnva vang ditetapkss

sesuai dengan ketentuan perundang-unc¢ hgan vang diaji

oleh bendahara pengeluaran; ‘

Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi SPJ;

Melakukan verifikasi harian atas penerimaan:

Melaksanakan akuntansi SKPD; dan

~ g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebaga: pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negars; daerah, bendaheas:
dan/atau PPTK, kecuali ditentukan lain aras nerumbangan newa
pengguna anggaran/pengguna  barang sepanjang TR
bertentangan dengan peraturan perundang-undaangan vang beriakii.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendaharz “sugeivaran

Pasal 15

Bupati atas usul PPKD mengangkat bendanara penerimaan unt:ik

" melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaKsana ..... .

anggaran pendapatan pada SKPD.

Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran unt.»
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanasr
anggaran belanja pada SKPD.

Bupati atas usul PPKD dapat mengangkat bendahara penerimaar:
dan bendahara pengeluaran untuk tiap umii xerja yang ada rvasa
SKPD. :
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(5)

(©)

Pengangkatan bendahara penerimaan dan nendahara pengeluar:»
pada tiap unit kerja sebagaimana dimaksua naaa avat (3) diberiican
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan. anggaran kegiatzn.
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendaii dan pertimbangan
objektif lainnya.

Bendahara penerimaan dan bendahara pernwsivaran sebagaime s

. dimaksud pada ayat (1}, ayat (2), adalah peianat fungsional

Bendahara penerimaan dan bendahara =sengeiuaran dilarans
melakukan, baik secara langsung maupun naax iangsung, Kegiarsr
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan weniualan jasa at:v
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan:pekeriaan/peniuatsr
tersebut, serta menyimpan uang pada suati bank atau lembags

keuangan lainnya atas nama pribadi.

Bendahara penerimaan dalam melaksana s -ngasnya  da oo
dibantu oleh bendahara penerimaan pembaririi dan/atau pemoar.ii.
bendahara penerimaan.

Bendahara pengeluaran dalam melaksanaizan itugasnya davu”
dibantu oleh bendahara pengeluaran ©wembantu dan/arad
pembantu bendahara pengeluaran.

Bendahara penerimaan pembantu dan sembantu bendahais
penerimaan bertanggungjawab kepada bencaihara penerimaan.

~ (10) Bendahara pengeluaran pembantu dan <embantu bendah::=

pengeluaran bertanggung jawab kepada bendanara pengeluaran.

- (11) Bendahara penerimaan dan bendahara sengeiuaran secii:

fungsional bertanggung Jawab atas pelaksancan tugasnya kepatéa
PPKD selaku BUD.

_ BAB 1V
ASAS UMUM DAN STRUKTUR 4PBD
Bagian Kesatu
Asas Umum APBD
Pasal 16

APBD disusun sesuai dengan keburtuiian penyelenggarsan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan ¢zerah.

Penyusunan APBD sebagaimana -dimaiksud Hada ayat
berpedoman kepada RKPD dalam rangka meswujudkan pelayanzn
kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan sernegara.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan. pengawasdii.
alokasi, distribusi dan stabilisasi.

APBD, Perubahan APBD dan Pertangguiigiawaban Pelaksaneii:
APBD setiap tahun ditetapkan dengan perarur=n daerah.
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Pasal 17

Semua penerimaan dan pengeluaran daeral: baik dalam bent.x
uang, barang dan/atau jasa dianggarkan daiain APBD.

Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan aa=rah dan penerima:-
pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimarsud =wada ayart
merupakan perkiraan yang terukur secara ~wvektif dan rasionn
yang dapat dicapai untuk semua sumber pencapatan.

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaxksud pada ayat
adalah semua penerimaan yang perlu dibavar kembali baik pacs
tahun anggaran yang bersangkutan maupun vada tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 18

(1) Pengeluaran Daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeiuaran

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daiam avat (1) merupak=

(1)

(2)

(1)

pembiayaan daerah.

-y

perkiraan beban pengeluaran daerah yang cziokasikan secara &
dan merata agar relatif dapat dinikmaiti oieh seiuruh keiomt
masyarakat tanpa diskriminasi, khususnva dalam pemberian
pelayanan umum. '
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada avat i
adalah pengeluaran yang akan diterima kembpaii baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutny:..

Pasal 19

Dalam penyusunan APBD, penganggaran penseluaran sebagaimaria
dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) harus adicukung dengan adairve
kepastian tersedianya penerimaan dalam jum!an yang cukup.
Penganggaran untuk setiap pengeluaran 2rBD harus didukurg
dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 20

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daeran vang dianggarikan
dalam APBD didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
Seluruh pendapatan daerah, belanja daeran. dan pembiayeas
daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. kecuali ditentuka
lain oleh peraturan perundangundangan.

11
1
8]

L
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(3)

Pasal 21

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 {satw) ahun mulai tangga:
1 Januari dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
. Struktur APBD

Pasal 22

APBD merupakan satu kesatuan yang terdir: cari :

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan Daerah

pendapatan daerah sebagaimana di maksua sada avat (1) huru: -
meliputi semua penerimaan uang Rekening <as Umum Daer:
yang ekuitas dana lancar, yang merupakan nak daerah dalam saru
tahun anggaran yang tidak perlu di bayar wemnaii oieh daerah.
belanja daerah sebagaimna dimaksud avat :i} curuf b melipuc
semua pengeluaran dari Rekening kas _mum Daerah
mengurangi ekuitas dana lancar, yang erupakan kewajio:
daerah dalam satu tahun anggaran yang wiak akan di peroisn
pembayarannya kembali oleh daerah.

pembiyaan daerah sebagimana dimaksud avar (i} furuf ¢ melicun
semua penerimaan yang perlu dibavar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima Xkembaii. baik pada tanun
anggaran yang bersangkutan maupun pada iahun anggaran
berikutnya.

Pasal 23
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksua calam pasal 22 avart i i}
huruf (a) dirinci menurut urusan pemerintanan daerah, organisssl.
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek penaapatan.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud calam pasai 22 ayat @
huruf (b) dirinci menurut urusan pemernntan daerah, organisast.

fungsi, program, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek beianiz.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud calam pasal 22 ayat : i
huruf (c) dirinci menurut urusan pemerintan daerah, organiszsi.
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiavaan.
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(4)

~ Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 24

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22 ayart : !

- huruf (a) terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah;

b. Dana perimbangan; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pasal 25

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaiksud dalam Pasal =

A

" huruf (a) terdiri atas :
‘a. Pajak Daerah;

b. Retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang cipisankan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah senagaimana dimaksi.c
pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (bi iirinci menurut obvew
pendapatan sesuai dengan peraturan daeran “entang pajak daer-r
dan retribusi daerah. '

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerzui vang dipisabi.r
sebagaimana yang dimaksud pada huruf ici :uirinci menurut opiet
pendapatan yang mencakup:

a. Bagian laba atas penyertaan modal naca perusahaan mibic
daerah/BUMD;

"b. Bagian laba atas penyertaan modal naca perusahaan miti

pemerintah/BUMN; dan »
c. Bagian laba atas penyertaan modal perusanaan milik swasta atzi.
kelompok usaha masyarakat.
Jenis lain-lain PAD yang sah sebagaimana cimaksud pada avat i:
huruf (d), disediakan untuk menganggarkarn penerimaan gdaerar:
yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerar. retribusi daerah ¢z
hasil pengelolaan kekayaan daerah vans dipisahkan dirmo:
menurut obyek pendapatan mencakup :
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisankan;
jasa giro; :
pendapatan bunga;
tuntutan ganti rugi, :
keuntungan selisih nilai tukar rupiah ternacap mata uang asins;
komisi, potongan ataupun bentuk iain sebagai akibat c=ar
penjualan dan/atau pengadaan barang aan/jatau jasa oien
daerah; _
g. pendapatan denda atas keterlambatan petaxsanaan pekerjaan:

Moo op
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(1)

(2)

h. pendapatan denda pajak;

i. pendapatan denda retribusi,

j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k. pendapatan dari pengembalian;

1. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

"n. pendapatan dari angsuran cicilan penjuaian.

Pasal 26

Kelompok pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksuc
dalam pasal 24 huruf (b) mencakup :

a. dana bagi hasil;

b. dana alokasi umum; dan

¢. dana alokasi khusus.

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang
mencakup:

a. bagi hasil pajak;

b. bagl hasil bukan pajak. : :

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dane
alokasi umum.

Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan.
menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 27

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimans
dimaksud dalam pasal 24 huruf (c) merupakan seiuruh pendapatar.
daerah selain PAD dan dana perimbangan vang dibagi menurur
jenis pendapatan yang mencakup :

a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnva.
badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelombow
masyarakat/perorangan, dan lembaga iuar negeri yang itz
mengikat;

b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulan<zr
korban/kerusakan akibat bencana alam:

c. dana bagi hasil pajak dari provms1 kepada kota:
d. dana penyesuaian; dan
e. bantuan keuangan dari provinsi atau dart pemerintah daerzr
lainnya.
Pasal 28
Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasaL 27 huruf (a) adaizh

penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asmag,
badan/lembaga asing, badan/lembaga inter: nasional, pemerinisn.
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badan/lembaga dalam negeri atau perorangan. baik dalam bentix
devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa. termasuk tenaga ari
dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembpali.

Pengaturan lebih lanjut tentang hibah mengacu pada peraturz:
perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 29

Belanja daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22 ayat :::
huruf (b} dipergunakan dalam rangka mendanali pelaksan&aa:
urusan pemerintahan yang menjadi xewenangan Kabupatzn:
Halmahera Tengah yang terdiri dari urusan waijib, urusan piiinss
dan urusan yang penanganannya dalam oagian atau bida
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah <
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah vang ditetapkar:
dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pade

~ayat (1) diprioritaskan untuk melindungl dan meningkatkar

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajinzr.
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanar
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosiai dan iasilitas umum
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Peningkatan kualitas kehidupan masvarakat sebagaimarns
dimaksud pada ayat (2) diwujudkan meiaini prestasi kerja dalarm.
pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan waits
pemerintahan daerah sesuai dengan weraturan perundang-
undangan.

Pasal 30

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22 ayat : .
huruf (b) diklasifikasikan menurut organisas:. tungsi dan kegiatar
serta jenis belanja.

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pace
ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan Xorz.
Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud paca
ayat (1) terdiri dari:

a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan: dan

b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimar:a

dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dikiasifikasikan menuru:

kewenangan Pemerintah Halmahera Tengan.




(S)

(6)

(7)

(8)

NSHESErORADOPBECRTIPRMOAOTE

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimaia
dimaksud pada ayat (4) terdiri dari beiania urusan wajib can
belanja urusan pilihan.
Klasifikasi belanja menurut urusan Wa_]lt) sepagaimana dimaks:
pada ayat (5) mencakup:

pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum;

perumahan;

penataan ruang;

perencanaan pembangunan;

perhubungan;

lingkungan hidup;

pertanahan;

kependudukan dan catatan sipil;

pemberdayaan perempuan;

keluarga berencana dan keluarga sejahtera:
. sosial;

tenaga kerja;

koperasi dan usaha kecil dan menengan

penanaman modal;

kebudayaan;

pemuda dan olah raga;

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

pemerintahan umum;

kepegawaian;

pemberdayaan masyarakat dan desa;
. komunikasi dan informatika;
pariwisata;
perdagangan;
perindustrian; aa.ketahanan pangan.
K1a31ﬁka31 belanja menurut urusan pilihan sepagaimana dimaksu
pada ayat (5) mencakup; :
a. pertanian;
b. kehutanan;
Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya damu:
bagian atau bidang tertentu yang dapat <ilaksanakan bersam:

_ antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah vang ditetapkan dengs:t

ketentuan Perundang-undangan dijabarkan daiam bentuk program
dan kegiatan yang diklasifikasikan menurutr urusan waiib oan
urusan pilihan.

Pasal 31

Klasiflikasi belanja menurut fungsi sebagaimana aimaksud dalam
pasal 30 ayat (3) huruf (b) yang digunakan untuk fujuan
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keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara tercir
dari: A

pelayanan umum;

pertahanan;

ketertiban dan keamanan;
ekonomi;

lingkungan hidup;

perumahan dan fasilitas umum;
kesehatan;

pariwisata dan budaya;

agama;

pendidikan; dan

perlindungan sosial.

Pasai 32

Klasifikasi belanja menurut program dan egiatan sebagaimarc.
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) disesuaiikan dengan urusa:.
pemerintahan yang menjadi kewenangan daeran.

Pasal 33

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud daiwr
pasal 23 ayat (2) terdiri dari:

a. belanja tidak langsung; dan

b. belanja langsung.

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada avs:
(1) huruf (a) merupakan belanja yang cianggarkan tidak terkar:
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok belanja langsung sebagaimana aimaksud pada ayat @ .
huruf (b) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secais
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Penganggaran dalam APBD untuk seuap xelompok beian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} .erdasarkan ketentu:zn
perundang-undangan.

Pasal 34

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud daiam
pasal 33 ayat (1) huruf (a) dibagi menurut ienis pelanja yang tercir:
dari:

a. belanja pegawai,

b. bunga;

c. subsidi;

d. hibah;

e. bantuan sosial,
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f. belanja bagi hasil;
g. bantuan keuangan; dan
h. belanja tidak terduga.

Pasal 35

Kelompok belanja langsung dar1 suatu seglatan sebagaimarn:
dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf (b} dibagi menurut
jenis belanja yang terdiri dari :

. a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;"
c. belanja modal.

Pasal 36

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud daiam Pasal 34 hurur ..
dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengszr
Peraturan Perundangundangan.

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah. belanja bantuaz:
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanic
tidak terduga sebagaimana dimaksud daiam Pasal 34 huruf b
huruf (¢}, huruf (d), huruf (e), huruf {f}, hurur {g), dan hurui ‘&
hanya dapat dianggarkan pada belanja SKFPKD.

Belanja langsuhg yang terdiri dari belanja pegawai, beianja barang
dan jasa, serta belanja modal untuk meiaksanakan program car
kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja =K -
berkenaan.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Pasal 37

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksua daiam pasal 22 ayat : . |
huruf (c) terdiri dari penerimaan pembiavaan dan pengeluarsn
pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaxsua pada ayat
mencakup antara lain:

a. sisa lebih perhltungan anggaran {31LPA) tahun  anggarsr
sebelumnya

pencairan dana cadangan;

hasil penJualan kekayaan daerah yang cumaam{an

penerimaan pinjaman daerah:

penerimaan kembali pemberian pinjaman: can

penerimaar piutang daerah.
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Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
mernicakup antara lain: ' :

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah dasrah;

¢. pembayaran pokok utang; dan

d. pemberian pinjaman.

Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan.

Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisitanggarer:.

atau memanfaatkan surplus anggaran.

. BABYV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Kesatu
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 38

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) iahun vang merupakar
penjabaran dari visi, misi, dan orogram Bupati vang
penyusunannya berpedoman kepada HEPJP Provinsi denges
memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minima:
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 39

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasai 38 ditetapkan paiins

- lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantii.

(1)

(2)

W

Pasal 40

SKPD menyusun rencana -strategis yang selanjutnya disebur
Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujtan. strategi, kebijakan
program dan Kkegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesua:
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana aimaksud pada ayat ..
berpedoman pada RPJMD.

Pasal 41

Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabarar
dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPT
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana
Kerja pelaksanaan dan pertanggungjawaban semerintahan.

Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ¢
merupakan penjabaran dari Renstra =SKPD vang disusur
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berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program
kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {i: memuat rancangaii
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban
daerah, rencana kerja yang terukur dan pencanaannva, baik yaiig
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daeran maupun ditempiii
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kewajiban daerah sebagaimana dimaksua pada avat
mempertimbangkan prestasi capaian stancar pelavanan minina
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undansan.

Pasal 42
RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal =1 avat (1) disus -
untuk menjamin keterkaitan dan konsistens: antara perencana:.:
penganggaran, .pelaksanaan, dan nengawasan

pertanggungjawaban.

Penyusunan RKPD tahun anggaran oernikutnva diselesaiksr
selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berjaian.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat i< ditetapkan dengar.
Peraturan Bupati.

Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana ¢imaksud pada ayat i..
berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD

Pasal 43

Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasai =:
ayat (1) menyusun Rancangan Kebijakan Umum KUA.

Penyusunan Rancangan KUA sebagaimana aimaksud pada avat !
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yars
berlaku.

Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat :.;
memuat antara lain:

a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijasur.
pemerintah dengan pemerintah daerah:

prinsip dan kebijakan penyusunan APED:

teknis penyusunan APBD; dan

hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penvusunan APBD.

po T

‘Pasal 44

Rancangan KUA memuat target pencapaian xineria vang ferusur
dari program-program yang akan dilaksanaxan olen pemerintait
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daerah untuk setiap urusan pemerintahan saerah vang diser
dengan proyeksi pendapatan daerah, =iokast 2eianja daersin.
sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asums:
yang mendasarinya.

Program-program  sebagaimana dimaksua pada ayat
diselaraskan dengan prioritas pembangunan vang ditetapkan cicr
pemerintah.

Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaisua pada ayat {1} vay
mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubansi
pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh nemerintah.

Pasal 45

Dalam menyusun Rancangan KUA sebagaimana dimaksud daism
pasal 43 ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim =nggaran Pemerin--r
Daerah TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Caerah.

Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud paciz
ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daeran seiaku koordinacor
pengelolaan keuangan daerah kepada Bupau wpaling lambat pacs
awal bulan Juni. :

Pasal 46

Bupati menyampaikan Rancangan KUA tahun anggaran berikutr
sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 zvar 12} sebagai landas=t
penyusunan RAPBD kepada  DPRD selambpat-lampat: &
pertengahan bulan Juni tahun anggaran beralan.

Mekanisme penyampaian Rancangan KUA sepagaimana dimak:.c
pada ayat (1) dilakukan mengacu pada tata term:p DPRD yang aaa
Pembahasan Rancangan KUA sebagaimana cimaksud pada avat ‘¢
dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD.

Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud paix
ayat (2) selanjutnya disepakati dan ditetapian meniadi KUA paiirg
lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Plafon Anggaran Semecntara

Pasal 47

Berdasarkan KUA yang telah disepakati sepagaimana dimaksua
pasal 46 ayat (4) pemerintah daerah menvusun rancangan PPi5
yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud vada avat (1) dilakukan
paling lambat minggu kedua bulan Juii ighun. anggarsi
sebelumnya. '
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(2)

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) disusun

dengan tahapan sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan
pilihan;

b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusarn;

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program

Pembahasan sebaga1mana dimaksud pada avart {2} dilakukan ocizo

TAPD bersama badan anggaran DPRD.

Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pa~a

ayat (4) selanjutnya disepakati jadi PPA paiing iambat akhir bulin

Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 48

KUA dan PPA yang telah dibahas dan disepaxkail scersama Bupat

~dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang

ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

Dalam hal Bupati berhalangan yang bersangicutan dapat menunr:i
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani noue
kesepakatan KUA dan PPA.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, senandatanganan noE
kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oien pejabat yang dituniix
oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 49

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana cimaksud dalam pasal

48 ayat (1), TAPD menyiapkan surat =daran BSupatli tentang

pedoman’ penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SK:D

dalam menyusun RKASKPD.

Surat edaran Bupati tentang penyusunan xKA-SKPD sebagaimaiia

dimaksud ‘pada ayat (1) mencakup:

a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD beriiis
rencana pendapatan dan pembiayaan;

b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan Xkinens

SKPD berkenaan sesuai dengan standar ce:avanan minimal vai

ditetapkan;

batas waktu penyampaian RKA-SKPD kevaca PPKD;

hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan sernanan darr sio

terkait dengan prinsip-prinsip peningkaran eiisiensi, efektifiizs.

transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dauut

rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e. dokumen sebagai lampiran meliputi XUA. PPA, kode rekemng
APBD, format RKA-SKPD, analisis stanaar beiania dan stancar
satuan harga.

f o
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(3)

- perencanaan dan penganggaran pendapatan. belanja,

Surat edaran Bupati perihal pedoman :sernvusunan RKA-SKI7:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat avwl
bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

| Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran SE°D

Pasal 50

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-3KP
dimaksud pada pasal 49 ayat (1), kepaia SKFD me

SKPD.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan =zendekatan kerangue
pengeluaran jangka menengah daerah, perniganggaran terpadu ¢.:
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 51

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 avat {2} dilaksanakar

. dengan menyusun prakiraan maju.

Prakiraan maju sebagaimana dimaksud wmada ayat (1} bens.
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yars
direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari fanu
anggaran yang direncanakan.

Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud daiam
pasal 50 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses

pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasiikan dokumer:
rencana kerja dan anggaran.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kena sebagaima_na.
dimaksud dalam pasal 50 ayat {21 dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran
yang diharapkan dari kegiatan dan hasi serta manfaat veng
diharapkan termasuk efisiensi dalam wpencapaian hasi zan
keluaran tersebut.

Pasal 52

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpacti

- dilakukan dengan mengintegrasikan selurun proses perencanaarn

dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasiikan
dokumen rencana kerja dan anggaran.
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Pasal 53

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan oprestasi Kera
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaz:
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan w:an

- program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasi

tersebut.

Penyusunan anggaran berdasarkan prestas:t keria sebagaiman:z
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kiner:.
indikator kinerja, analisis standar belanja. standar satuan hargs
dan standar pelayanan minimal.

Standar satuan harga sebagaimana dimaisud pada ayat
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Untuk terlaksananya penyusunan =RiKA-SKPD  berdasari v
pendekatan sebagaimana dimaksud dalam wasat 31 ayat 12 a:r
terciptanya kesinambungan RKASKPD, kevaix SKPD mengevaitiis
hasil pelaksanaan program dan kegiatan : :satu} tahun anggarar
sebelumnya sampai dengan semester nerizna ‘sulan anggar .-
berjalan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat .}i bertujuan meniie.
program dan kegiatan yang belum dapat ailaksanakan danjatal:
belum diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 {sa— v
tahun berikutnya dari tahun yang direncanaxan.

Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun teraxau
untuk pencapaian prestasi kerja yang aitetapkan kebutunan
dananya harus dianggarkan pada tahun yang cirencanakan.

Pasal 55

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam vasa: 50 ayat (1) memuia:
rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program oar.
kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirmnec:
sampai dengan rincian objek pendapatan oerania dan pembiayazi.
serta prakiraan maju untuk tahun berikutnva.

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada zvat {1} juga mem: .~
informasi tentang urusan pemerintahan daeran. organisasi, stancsr
biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dar orogram dan kegiatan.

Pasal 56

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran vembiayaan daeran

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKID.
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Bagian Kelima
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 57

RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepawa 3KPD sebagaimaiix

dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada avat :i} selanjumn::z
dibahas oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaxsud pada ayat
dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD denszen
KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui zanun anggar:
sebelumnya dan dokumen perencanaan lamnnyva serta capaias
kinerja, indicator kinerja, analisis standar belanja, standar satuszn
harga, dan standar pelayanan minimal serta sikronisasi progre-T.
dan kegiatan antar SKPD.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaiar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepaia SKPD melakukar
penyempurnaan.

Pasal 58

PPKD menyusun Rancangan Peraturan :I‘aerah tentang APRLD

berikut dokumen pendukung, Rancangan Peraturan Walikoiz

tentang penjabaran APBD berdasarkan =:A-SKPD yang zm2isr

ditelaah oleh TAPD.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terc::

atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang =fBD sebagaum:a:.

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ampiran yang ierc:

dari:

a. ringkasan APBD;

b. ringkasan APBD menurut urusan pemeiintanan daeran Goi
organisasi; , _

c. rincian APBD menurut urusan pemerintan=an daerah, organis:
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja menurut urusan uemermtahan daeran.
organisasi, fungsi, program dan kegiatan:

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduzn

urusan pemerintahan daerah dan fungst calam  kerancie

pengelolaan keuangan negara,;

daftar jumlah pegawai per golongan dan ver iabatan;

daftar piutang daerah;

. daftar penyertaan modal (investasi) daeran:

5 0a
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(1)

(4)

LICLE B

i. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sepeiumnya vang
belum diselesaikan dan dianggarkan sempall dalam fan.is
anggaran ini;

daftar dana cadangan daerah; dan

daftar pinjaman daerah.

o

Pasal 59

Rancangan Peraturan Bupati tentang openjabaran AFPBL
sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat :i} dilengkapi dengar
lampiran yang terdiri dari:

a. ringkasan penjabaran APBD;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan, organisast
fungsi, program kegiatan, kelompok, jenis. obvek, rincian obvet
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rancangan Peraturan Bupati tentang vpenjabaran APBD waib

memuat penjelasan sebagai berikut:

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum target/volume vang
direncanakan, tarif pungutan/harga;

b. untuk belanja mencakup satuan voiume/toiok ukur, hargz
satuan, lokasi kegiatan dan sumber pencanaan kegiatan;

¢. untuk pembiayaan mencakup dasar huxkum. sasaran sumbes
penerimaan pembiayaan dan tujuan pengetuaran pembiayaan.

Pasal 60

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD vang telah disusun
oleh PPKD disampaikan kepada Bupati meiaiu: Sekretaris Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimara
dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DP=D
disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daeran ientang AP=D
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersitat memberikan informzs:
mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyaraiat
dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran vang airencanakan.
Penyebarluasan Rancangan Peraturan C[aerah tentang APSD
dilaksanakan oleh Sekretaris Daeran selaku koordinain:
pengelolaan keuangan daerah.
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(1)

(3)

(1)

(3)

BAB VI
PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentans 2PBD

Pasal 61

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan iaerah tentang APTIT
kepada DPRD disertai penjelasan dan zokumen pendukungri:c.
selambat-lambatnya pada minggu pertama r~uian Oktober *an -
sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoieh persetuuize
bersama.

Penyampaian Rancangan Peraturan Taeran sntang APRC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} .isertar dengan Nz
Keuangan.

Pasal 62 |

Tata cara penyampaian dan pembahasan =ancangan Peratur:zr
Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan ias
tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada avat (1} menitikberatiar:
pada kesesuaian antara kebijakan umum KUA serta PPA denesr
program dan kegiatan yang diusulkan daiam sancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

Dalam hal DPRD memerlukan tambahan neniéiasan terkait dengar
pembahasan program dan kegiatan tertentu dapat meminta RK.-
SKPD yang berkenaan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daeran tentang APBD -

Pasal 63

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Supati terhacsn
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum :anun anggaran vang
bersangkutan dilaksanakan.

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada svaz
(1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Supati ientaiy
penjabaran APBD.

Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetas.
maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oieh pejabat vans

berwenang selaku Pejabat/Pelaksana ‘fugas RBupati dan/atsu
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e

selaku pimpinan sementara DPRD vang menandatangs:n:
persetujuan bersama.

Pasal 64

Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud daie:m
pasal 63 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengain
Bupati terhadap Rancangan Peraturan ©DTaerah tentang APETY
Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angiz.
APBD tahun anggaran sebelumnya untuk :mmembiayai Kkeperitiz:
setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupat
tentang APBD. 4

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperiuan setiap butar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk beia.:.

yang bersifat mengikat dan belanja yang bersiiat wayib.

Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana aimaksud pada ayart

dilaksanakan setelah memperoleh pengesanan cari Gubernur.

Pengesahan Rancangan Peraturan %unau  -2ntang  AF T

sebagaimana yang dimaksud pada ayat i ditetapkan deng:r

Keputusan Gubernur.

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD) senagaimana dimaiks::¢

pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran vang rerairi dari:

a. Ringkasan APBD;

b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintan daerah oar
organisasi;

c. Rincian APBD menurut urusan pemerintai gaerah, Organisas:
fungsi, program, kegiatan, kelompok, jenis. obvek. rincian obves
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. Rekapitulasi belanja menurut urusan »emermntahan daers "
organisasi, program dan kegiatan;

e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keseiarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan :ungsi calam kerange:
pengelolaan keuangan Negara;

f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan ver jabatan;

g. Daftar piutang daerah;

h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerau

1. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset ierzp
daerah;

j. Daftar perkiraaan penambahan dan pengurangan asset lain-ia::

k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebeiumnya vang

belum diselesaikan dan dianggarkan xzembaii dalam tanun
anggaran ini;

1. Daftar dana cadangan daerah; dan

m. Daftar pinjaman daerah.
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(6)

(1)

Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-:ambatnya 15 {iima
belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat :i:
belum disahkan oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daeran
tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Supati tentang APBL.

Pasal 65

Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaima:.a
ditetapkan dalam pasal 64 ayat (1), hanva diperikenankan apat:.a
ada kebijakan pemerintah untuk Kkenaikan zaji dan tunjangan
pegawai negeri sipil serta penyediaan «ana pendamping 3ias
program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reraturan perunaars-
undangan.

_ Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 66

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD vang telah diseturi

bersama DPRD dan Rancangan Peraturan 2upati ientang

penjabaran APBD sebelum ditetapkan oieh Bupati paling lambar .

(tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat

disertai dengan:

a. Persetujuan bersama antara Pemerintan Daerah dan DPRL
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

b. KUA dan PPA yang disepakati antara Supati dan Pimpin::
DPRD;

c. Risalah sidang jalannya pembahasan rerhadap Rancangzr
Peraturan Daerah tentang APBD; dan

d. Nota keuangan dan pidato Bupau =erihal penyambpa: =+
pengantar nota keuangan pada sidang PR,

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avar i1} Zertujuan unt.i

tercapainya keserasian antara kebijakan «aerah dan kebijaki:.

nasional, keserasian antara kepentingan puoik dan kKepenunges.

aparatur serta untuk meneliti sejaun mana APBD tici

bertentangan dengan kepentingan umum. seraturan yang ieirh

tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

Untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi sebaga:mana dimaksud paé

ayat (1), Gubernur dapat mengundang TAPD.
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" (5) Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daeran tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjaparan APBD ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur. -

{6) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kXepada Bupati selambar-

~  lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanvs

_ rancangan dimaksud.

(7) Apabila Gubernur tidak memberikan hasii evamasi dalam waktu :3

L (ima belas) hari sejak rancangan diterima. maka Bupati damar
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjaa:
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupar
tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Jaerah tentang APRT:
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang "penjabaran APRT
menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(8) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan

: Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati. tentang
penjabaran APBD sudah sesuai dengan xeventingan umum car
Peraturan Perundang-Undangan yang =nih tinggi, DBunac
menetapkan rancangan dimaksud menjad; Feraturan Daerah aar

- Peraturan Bupati. ' '
(9) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaiuzs: rancangan Peratu:
' Daerah tentang APBD dan Rancangan Feraruran Bupati zentars

L L1

penjabaran APBD bertentangan dengan xepeniingan umum an
Peraturan Perundang-Undangan yang lebin rnggl, Bupati bersan:a
DPRD melakukan penyempurnaan selambauambamya 7 {faiiu
hari terhitung sejak diterimanya hasil evaiuasi.

(10} Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjut: nlenh Waiikota dan DPFPT
dan Bupati tetap menetapkan Rancangan reraruran Daerah tentans
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APED
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Su vati, Gubernur dana:
membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan RBupati dimaksuc
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APRD rahun sebelumnva.

- (11) Pembatalan Peraturan Daerah dan Ssraturan Bupati aan

bernyataan berlakunya pagu APBD tahun se seiumnva sebagaimenn

dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Ly
A

Pasal 67

(1) Paling lama .7 (tujuh) hari setelah keputusan pembataisn

: sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 avat (i0)., Bupati harus
menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah <dan selanjuinva
DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan i“aerah dimaksud.

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana ¢imaksud dalam vasa:
66 ayat (10) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentany
Pencabutan Peraturan Daerah tentang APED.
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)

(N

(1)

(2)

‘Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancan

- Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat i

- Rancangan Peraturan Daerah tentang arB fdan Rancangsi.

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APRD ifahun sebelumnva
sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat {10} ditetapkan denga:
Peraturan Bupati.

Pasal 68

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi vang dilakukan azas

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalsin
Negeri. - :

Pasal 69

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana aimaksud dalam pasa.
66 ayat (9) dilakukan Bupati bersama cergan sadan anggai::
DPRD.
Hasil penyempurnaan sebagaimana iersenuf pada ayat
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2!
dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah rentang APBD.
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat i«!.
yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersairz
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana aimaksud pada ayat :::
disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 {figa) hari kerza
setelah keputusan tersebut ditetapkan.
Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan ietap, maka pejabat vaizg
ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat vang berwenang selak.u
pimpinan sementara DPRD yang menanacatangani keputusan
pimpinan DPRD.
Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 70

Peraturan Bupati tentang penjabaran APEL vang telah dievaiuas:
ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan :i:aeran tentang &r=i:
dan Peraturan Bupati tentang penjabaran AFED.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerain :entang APBD  ar
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sepagaimana dimaks!:
pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnva ranggal 31 Desembe:*

bl
(i
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(1)

dan ditetapkan oleh Penjabat/Pelaksana Iugas Bupatut varns
menetapkan Peraturan Daerah tentang APBLD dan Peraturan Bup::o
tentang penjabaran APBD.

Bupati menyampaikan Peraturan Daeran :entang APBD dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja seteian ditetapkan.

Pasal 71

Ketentuan mengenai kedudukan keuangan Sunati dan Wakil Bupar
diatur dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 72

Ketentuan mengenai kedudukan keuangan DPRD akan diann
dalam Peraturan tersendiri.

BAB VII
PELAKSANAAN APBD

_ Bagian K'e'sa.fu
Asas Umum Pelaksanaan APRD

Pasal 73

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran aaerah dalam ransus
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah aikeioia daiam APBD.
Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/a s
menerima pendapatan daerah wajib metaxsanakan pemunguran
dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan wvang ditentukan
dalam Peraturan Perundang-Undangan. '
Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiaya:
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh fesraturan Perundang-
Undangan. ) )

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam sPRD merupakan bamm:s
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

SKPD dilarang melakukan pengeluaran ztas Gteban anggarvan
belanja daerah untuk tujuan yang tidak iesrsedia anggaranivsz.
dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya daiam APBD.
Pengeluaran sebagaimana pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalsm
keadaan darurat/mendesak yang selanjuinva diusulkan <aizo:
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporai:
realisasi anggaran.

Kriteria keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud daizn:
ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan rerundang-Undangar:.
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(1)

(2)

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan daiam APRD.
Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada avat :.i..
harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien
dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

. Bagian Kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Dacrai:

Pasal 74
PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja seteian APBD ditetapks:

memberitahukan kepada semua kepala SKrFl' agar menyusun <.
menyampaikan rancangan DPASKPD.

Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi. program, kegiate.:
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dar
penjadualan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja ser =
pendapatan yang diperkirakan.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan ©PA-SKPD yang tiei:®

- disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 tenam) hari kerja setetzr

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikar:.
Pasal 75

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sainiz
dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.
Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagai mana dimaksud padz
ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima eias) hari kerja, seis
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang peniapnaran APBD.
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana «imaksud pada avat :-:
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuarn
Sekretaris Daerah.
DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada aya.
(3) disampaikan kepada Kepala SKPD wvang bersangkutan dan
kepala satuan kerja pengawasan daerah. seiambat-lambatnva .
(tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayvat 3} digunakan sebazai
dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala 5KPD selaku penggui
anggaran/pengguna barang.

o ~ - Pasal 76

Kepala SKPD berdasarkan rancangan ©“PA-SKPD menvusus
rancangan anggaran kas SKPD.

40



@)

Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada avz:
(1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan deng::

A7

rancangan DPA-SKPD.
Pembahasan rancangan anggaran kas -“XKPD dilaksanax -
bersamaan dengan pembahasan DPASKPD.

Pasal 77

PPKD selaku BUD menyusun anggaran as pemerintah gu-
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk menaam 2
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana pénarikan das
yang tercantum dalam DPASKPD yang telah disahkan.

Anggaran kas sebagaimana dimaksud wvaca avat (1) memua
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan Gt
perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendaria.
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Mekanisme pengelolaan anggaran kas osemerintah daeran
ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dderah

Pasal 78

Semua penerimaan daerah dilakukan meiaiui rekening kas umuir
daerah.

Bendahara penerimaan wajib menyetor seiuriin penerimaannve
rekening kas umum daerah selambatlambamya dalam waitu
(satu) hari kerja.

Setiap penerimaan harus didukung oleh buisti yang lengkap .
sah atas setoran dimaksud. :
Pasal 79

SKPD dilarang melakukan pungutan selain aari vang ditetapkan

- dalam Peraturan Daerah.

SKPD yang mempunyai tugas memungui danj/atau menerim:
dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaaan daerah waib
mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 80

Penerimaan SKPD yang merupakan pendapatan daerah tidak dapat
dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

Komisi, rabat, potongan atau penerimaan iain dengan nama <an
dalam bentuk apapun yang dapat dinilai denzan uang, baik sec.i .

41



()

(2)

{3)

(1)

(2)

(1)

- (2)

langsung sebagai akibat dari penjualan, :uxar-menukar, hibeni.

asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasui
penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan iain sebagai akii
penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari nasi
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnyva merupak::
pendapatan daerah.

Semua penerimaan daerah sebagaimana wunaxsud pada avat
apabila berbentuk uang harus segera disetor xe kas umum daerzn
dan berbentuk barang menjadi milik/asset aaerah yang dica-at
sebagai investasi daerah.

Pasal 81

Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembaiiar:
tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengar.
membebankan pada rekening penerimaan vang bersangkuizr.
untuk pengembalian penerimaan yang teriaci dalam tahun vars
sama.

Untuk pengembalian kelebihan penerimaan vang terjadi pac:
tahun-tahun sebelumnya dibebankan paaa rexening belania tic=»
terduga. _

Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat i{i) dan ayat i::
harus didukung dengan bukti yang lengkap cian sah.

Pasal 82

Semua pendapatan dana perimbangan dan iain-iain pendapatsr:

‘daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daersn

dan dicatai sebagai pendapatan daerah.
Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sAnggaran Pendapaten
Daerah diatur dalam peraturan Bupati.
' Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Dacrah

Pasal 83

Setiap pengeluaran harus didukung oieh ~ui7i vang lengkap - -
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pih&i: | ang menagih.

Bukti sebagaimana yang dimaksud pada avac (1} harus menaana:
pengesahan oleh pejabat yang berwenang can berianggung jaw
atas kebenaran material yang timbul ¢ai: penggunaan Su.o
dimaksud. , :
Pengeluaran kas yang mengakibatkan heinin APBD tidak da
dilakukan sebelum rancangan peraturan raeran tentang Al
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran caeran.
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Pengeluaran kas sebagaimana dimaksua zada avat (3} aa:k
termasuk belanja yang bersifat mengikat cann peiania yang bers:

wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Buwat.

Pasal 84

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosiai dan bantuan keuanear
kepada individu/kelompok dapat dilaksanakan ocieh Bupati, at:v
pejabat lainnya yang diberikan kewenangan oich Bupati.

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosiai dan bantuan keuangzr
yang memiliki nilai lebih dari Rp. 100.000.000.- (seratus =it
rupiah), harus melalui persetujuan DPRD.

Penerima subsidi, hibah, bantuan sosiai. dan bantuan keuangear:
bertanggung jawab atas penggunaan uang;vparang dan jasa vang
diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawai .
penggunaan kepada Bupati melalui PPXD seiaku BUD dengan
melampirkan bukti-bukti pendukungnya.

Tata cara pemberian dan pertanggungjawapan subsidi, hibas.
bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Zunati.

Pasal 85

Pengeluaran anggaran belanja tidak terauga vang diariggarian
dalam APBD digunakan untuk mendanai kegiatan tanggap darurse.
penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termastt:
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tanum
sebelumnya yang telah ditutup serta pengetuaran tdak ieravsa

53
=

~ lainnya yang bersifat mendesak.

Dasar pengeluaran anggaran tidak terquga ditetapkan densen
keputusan Bupati dan diberitahukan kepaca OPRD pailing iams=
(satu) bulan terhitung sejak keputusan dimas:zud ditetapkan.
Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sepagaimana dimaksu:c
pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan wang diusulkan «=zr
instansi/lembaga berkenaan setelah memverumbangkan efisiens:
dan efektifitas serta menghin dari adanva tumpang tinuib
pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan vang felah di danai oo
anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pimpinan instansi/lembaga penerima dana fanggap darurar
bertanggungjawab atas penggunaan dana rfersebut dan weyn
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan
langsung dan Bupati.

Khusus pengeluaran tidak terduga lainnya vang bersifat mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati setelah dikoordinasikan dengan Pimpinan DPRD.
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EXIFRLISNE 1 D B

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban beianija tidak terducs.
untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan daiam APBD.
Pemerintah Daerah dapat memberikan fambahan penghasiizr
kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkzn pertimbangan v
obyektif dengan memperhatikan kemampuan iceuangan daerah ¢
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan xetentuan Peraturzr
Perundang-Undangan.

Pasal 87

Bendahara pengeluaran sebagai wajib punszut Pajak Penghasii:t
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seiuruh penerimsan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rez=ring Was Negara ps: -
bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan oleh Bupan
sebagai bank persepsi atau pos giro dalam :angka waktu sesiii
ketentuan Perundang-Undangan.

_ Pasal 88

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan

SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran. :

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan penerbitan SP2D oleh BUD.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksiic

pada ayat (2), BUD berkewajiban untuk:

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan ciei
pengguna anggaran,;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas APBD waru
tercantum dalam perintah pembayaran:

¢. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. Memerintahkan pencairan dana sebaga: dasar pengeiuaran
daerah; dan

. e. Menolak pencairan dana, apabila perintan pembayaran vaing

diterbitkan oleh pengguna anggaran tdak memenin
persyaratan yang ditetapkan.
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Pasal 89

Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebeium barang dan/atau

- jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam veraturan perundarig-

undangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKFPD. kevada penggur=

anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uars

persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeiuaran.

Bendahara pengeluaran melaksanakan wpempayvaran dari uang

persediaan yang dikelolanya setelah:

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran vang diterbitkan ci=n
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran:

~b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan vang tercantum daiam

perintah pembayaran; dan
c. Menguji ketersediaan dana yang bersangikuran.
Bendahara pengeluaran wajib menolak wmerintah bayar aan
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabiia persyaratarn
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas pembayaran yang
dilaksanakannya. ‘
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggung jawac

- atas perintah pembayaran yang diterbitkannva.

Pasal 90
pengeluaran untuk keperluan pelaksanazn +—engeluaran
lingkungan SKPD.

Pasal 91
Setelah tahun anggaran berakhir, kepaia SKPD selaku penggu=~
anggaran dilarang menerbitkan SPM vang membebani tfanwuin

anggaran berkenaan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Oaeran

Pasal 92
Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah diiaicukan oleh PPKD.

Semua penerimaan dan pengeluaran pembiavaan daerah dilakuican
melalui rekening kas umum daerah.
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Pasal 93

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILFA} tahun sebeiumnva

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. Menutupi defisit anggaran apabila reatisasi pendapatan ietin

 kecil daripada realisasi belanja;

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belania
langsung;

c. Mendanai kewajiban lainnya yang samvpa: dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

Pasal 94

Pelaksanaan kegiatan lanjutari sebagaimana dimaksud dalam pasz.

'93 huruf (b) didasarkan pada DPA-SKPD wvang telah disahican

kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKFD
tahun anggaran berikutnya. -

Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPALSKPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepaia SKPD menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan iisik dan non s
maupun keuangan kepada PPKD paling iambat pertengahan buizr
Desember tahun anggaran berjalan. :

Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL 3KPD dapat disani.::
setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian ternaaap:

~ . a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan ZPD dan/atau beiuin

(5)

(1)

@

diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersanexkutan;
b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP SFM atau SP2D; atau

- ¢. SP2D yang belum diuangkan.

DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada avar

(1) dapat dijadikan sebagai dasar peiaksanaan penyeiesalasr:

pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk IPAL memenuin

kriteria:

a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjan kontrak pada tahur
anggaran berkenaan; dan

b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukar
karena kelalaiaan pengguna anggaran:/ @arang atau rekansin.
namun karena akibat dari force majeur.

Pasal 95

Dana cadangan dibukukan dalam rekening versendiri atas nawre
dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikeicia oleh BUD.

Pemindahbukuan dari rekening dana cacanzan ke rekening . o
umum daerah dilakukan berdasarkan ::ncana pelaksana:
kegiatan, setelah jumlah dana cadangsn vang ditetapkan
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. mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahuin anggaran berken:

berdasarkan peraturan daerah tentang <Tembentukan dan:
cadangan yang berkenaan mencukupi.
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud vada avat 11} paling tin

sejumlah pagu dana cadangan yang awkarn digunakan ur

Jao 5o Ul

sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tenisa::
pembentukan dana cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening dana cadanzan Xe rekening k:s
umum daerah sebagaimana dimaksud caaa avat (1) dilakuka:
dengan surat perintah pemindahbukuan oien =UD.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud daizim
ayat (2) telah selesai dilaksanakan dan :arget kinerjanya telan
tercapai, maka dana cadangan yang masih :srsisa pada reken:i-o
dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening xas umum daerat:.

]

Pasal 96

Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan nada rekening dars
cadangan belum digunakan sesuai dengan veruntukannya, dana
tersebut dapat ditempatkan dalam portofoiic vang memberikan has:.
tetap dengan risiko rendah.

Penerimaan hasil bunga/deviden rekening =ana cadangan
penempatan dalam portofolio sebagaimana zmmaksud pada ayet
(1) menambah jumlah dana cadangan.

Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat i} meliputi:

a. Deposito;

b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);

d. Surat Utang Negara (SUN); dan -

e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Penatausahaan pelaksanaan program dan xegiatan vang dibiav:a:
dari dana cadangan diperlakukan sama :ciigan penatausanc.o.

' pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 97

Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisankan aiilakukan sesua:
dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pencatatan penerimaan atas penjuaian kekayaan daeran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada buxzu
penerimaan yang sah.

Pasal 98
Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada iumiah pinjaman

yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berikenaan.
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Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan
dalam nilai rupiah.

Selisih kurs yang timbul dari transaksi penerimaan dan
pelunasan/pembayaran  pinjaman  dibukukan  mengurang:/
menambah ekuitas dana.

" Pasal 99

Penerimaan kembali pemberlan pinjaman daeran didasarkan paos
perjanjian pemberian pinjaman daeran sebeiumnya, uniok
kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban iainnwvs
yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 100

Jumlah pendapatan daerah yang disisihi.... ntus oembeniu. .
dana cadangan dalam tahun anggaran bers» Arieruran sesuai deny .
jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daeran.

Pemindahbukuan jumlah pendapatan daeran vang disisihkan vanse
ditransfer dari rekening kas umum daeran ke rekening adanz
cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oisr
BUD/Kuasa BUD.

Pasal 101

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat ailaksanakan apaptiz
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaar:
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah rentang penvertaan mosis
daerah berkenaan.

Pasal 102
Pembayaran pokok utang didasarkan paca jumiah yang harus
dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan peiaksanaannve
merupakan prioritas utama dari selururi “ewaiiban pemerintzai:

daerah, yang harus d1qe1esa1kan dalam -:nun arnggaran
berkenaan. _

Pasal 103

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan

- Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

48




(1)

(3)

(4)

Pasal 104

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan  zenyertaan  mocéal

-Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemben an

pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM vang diterbitkan oten
PPKD.

Pasal 105

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiavaan, BUD/kuaza
BUD berkewajiban untuk;
a. Meneliti kelengkapan perintah pembavaran/pemindahbuku..
- yang diterbitkan oleh PPKD;
b. Menguji kebenaran perhltungan pengeluaran pembiayaan vang
tercantum dalam perintah pembayaran:
c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkurtan;

- d. Menolak pencairan dana, apabila- perintah pembayaran aras

pengeluaran pembiayaan tidak memenuni persyaratan yang
ditetapkan.

BAB VIII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD
DAN PERUBAHAN APED

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Periamz APBD

Pasal 106

Kepala SKPD menyusun laporan reaiisasi semester pertars
anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil peiaksanaar
anggaran yang menjadi tanggung jawabnyz.

Laporan sebagaimana dimaksud pada avar (i} <disertai densgau:
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. '
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat i.!. disiapkan ocieh PFh.
SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengsuna anggaran unrtiii
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggarani
pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 {enamu
bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) han xeria setelah semesg =
pertama tahun anggaran berkenaan berakiir.

Pejabat pengguna anggaran menyamnaikan iaporan realisast
semester pertama anggaran pendapatan < pelania SKPD zerta
prognosis untuk 6 (enam) bulan berlkutnva sepagaimana dimaksua
pada ayat, (3). kepada PPKD sebagai dasar v»envusunan laporan
realisasi semester pertama APBD.
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Pasal 107

PPKD menyusun laporan realisasi semester nertama APBD dengsn
cara mengkonsolidasikan seluruh laporan realisasi semesters
pertama anggaran pendapatan dan belama SKPD sebagaimarnia
dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) paling :ambat minggu kedua
bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan aisampaikan kepada
Sekretaris Daerah selaku koordinator vpengeiciaan keuangzan
daerah. :

Pasal 108

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk o
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksua daiam pasal iu7
disampaikan kepada Bupati paling lambat minegu ketiga buian Jii4
tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sepagai iapora:
realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 {enair!
bulan berikutnya. '

Pasal 109

- Laporan realisasi semester pertama APBD #an proegnosis untuk

(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud daiam pasal 108
disampaikan kepada DPRD paling lambar axhir buian Juli tahu:
anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 110

Penyesuaian APBD dengan perkembangan aan/atau perubahan
keadaan, dibahas bersama DPRD dengan nemerintah daeran daiem
rangka penyusunan prakiraan perubanan atas APBD ianun
anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan
umum APBD;

b. keadaan yang menyebabkan harus wmlakukan -pergesera:n
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan. dan antar ieris
belanja;

c. keadaan yang menyebabkan adanya keienthan saido anggaras
lebih tahun sebelumnya dan yang sudah dicantumkan zaza
APBD harus digunakan untuk tahun beriaian:

d. keadaan darurat dan/atau mendesak; serta

e. keadaan luar biasa.
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Perubahan APBD hanya dapat dilakukan I :satu) kaii dalam 1 {sar:
tahun anggaran kecuali dalam keadaan Iuar masa

Pasal 111

Perubahan APBD disebabkan perkembangan vang tidak sesu

. dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksua aaiam pasal 110 avar

(1) huruf (a) dapat berupa terjadinya oecicwmpauan atau ..
tercapainya proyeksi pendapatan daerah. aicxasi pbelanja daerarn.
sumber dan penggunaan pembiayaan vane semuia ditetapu/
dalam KUA.

Bupati memformulasikan hal-hal yang mensaxkibatican teﬂamr e

perubahan APBD sebagaimana dimaksud aaiam pasai 110 avat

huruf (a) ke dalam rancangan kebijakan umum verubahan A

serta PPAS perubahan APBD.

Dalam rancangan kebijakan umum perubahan 2PRD dan 5Pes

perubahan APBD sebagaimana dimaksud vaca av at(l) disajiker

secara lengkap penjelasan mengenai :

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetarkan se beLumnva

b. program dan kegiatan yang dapat diusuikan untuk dapat
dltampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangian
sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjaian:

C. capaian target kinerja program dan iegiatan yang harus
dikurangi dalam perubahan APBD apabiia asumsi KUA tida:
tercapa1 dan

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus
ditingkatkan dalam perubahan APBD apabiia melampaui asura
KUA.

Rancangan kebijakan umum perubatian APRD dan PPAS

perubahan - APBD sebagaimana dimaxsua rpada ayat .

disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama buian

.Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

Rancangan kebijakan umum perubahan APRD dan PPaS
perubahan APBD sebagaimana dimaksud oada avat (4), setelan
dibahas selanjutnya disepakati menjaci Xkebijakan umum
perubahan APBD serta PPA perubahan APRD =aiing iambat mings
kedua bulan Agustus tahun anggaran berjaian.

Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daer:
tentang perubahan APBD diperkirakan paaa avnir Huian Septemter

‘tahun anggaran berjalan, agar dihindari zcanya penganggarin

kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daeran
tentang perubahan APBD, kecuali diyakin: kegiatan pembangunan
fisik tersebut dapat d1se1esa1kan sampal daengan akhir tahun
berjalan.

Apabila penyampaian rancangan KUA dan #°AS verubahan APED
lebih cepat dari jadwal sebagaimana dimaksuc pada ayat (4), Bupan
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tetap harus melampirkan laporan realisas: A#BD sampai dengsn
bulan berkenaan dan prognosis sampai dengan akhir fanu:n
anggaran.

Pasal 112

Kebijakan Umum perubahan APBD serta ?7A perubahan APED
yang telah disepakati sebagaimana dimaksud daiam pasal 111 gvar
(5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang
ditandatangani bersama antara Bupati dengan rimpinan DPRD.

Pasal 113

Berdasarkan nota kesepakatan sebagalmana crmaksud dalam pasa!
112, PPKD menyiapkan rancangan surat saaran Bupati perih::
pedoman penyusunan RKASKPD yang memuat program
kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD vang dapat diw
untuk dlanggarkan dalam perubahan APRT» sebagai acuan oee:
kepala SKPD.

Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana adimaksud pada av:s:

(1) mencakup :

a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untui program D&
dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setan
SKPD berikut rencana pendapatan dan pemplavaan;

b. sinkronisasi program dan kegiatan =KFD dengan progrﬁn
nasional dan antar program SKPD iengan «xinerja SKi:

s

berkenaan sesuai dengan standar peavanan minimai va©
ditetapkan;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPASKPD vang
telah diubah kepada PPKD;

d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan werhatian dari SKF
terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan erisiensi, efektifits:.
transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran daiam
rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebiiakan umum perubana:
APBD, PPA, perubahan APBD, kode rekening APRD, format RKI(*
SKPD dan/atau DPPASKPD, standar analisa peilanja dan stancar
harga.

Pedoman penyusunan RKA- SKPD dan/atau kriteria DPASKPD vang

dapat diubah sebagalmana dimaksud pada avat (i), diterbitkan oiz:

Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran
berjalan.
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Pasal 114

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud daizm
pasal 113 ayat (1) berlaku ketentuan daiam pasal 50, pasai =i.

‘pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56.

Pasal 115

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal

~ ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian tarwet

kinerja program dan kegiatan dari yang teiah aitetapkan semuia.
Peningkatan atau pengurangan capaian targer Kineria program osi
kegiatan sebagaimana dimaksud pada avar i1} diformulasikan
dalam format dokumen pelaksanaan perubanan anggaran SKFD
(DPPA-SKPD).

Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinera.
kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja sera
pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun sete:sh
perubahan. :

Pasal 116

Pergeseran anggaran antar unit organisasl., antar kegiatan, <en
antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasai 110 ayart i i}
huruf (b) serta pergeseran antar obyek beiania daiam jenis beigiiin
dan antar rincian obyek belanja diformulasikan daiam DPPA-SKFI.
Pergeseran antar rincian obyek belanja aaiam obyek belamn
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan £#2XD.

Pergeseran antar obyek belanja dalam :erus beianja berkenazn
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daeran.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksuc nada avat (2) dan ava”
(3) dilakukan dengan cara mengubah Peraruran Bupati tenr
penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan. untuki selanjutr.: «
dianggarkan dalam rancangan peraturan daeran tentang perubalizr.

APBD.

Pergeseran anggaran antar unit organisasi. antar kegiatan. -+
antar jenis belanja dapat dilakukan aengan cara merubsr
Peraturan Daerah tentang APBD. , _

Anggaran yang mengalami peruhahan baik serupa penambanzr

‘dan/atau pengurangan akibat pergeseran sehagaimana dimaksiic

pada ayat (1) harus dijelaskan dalam koiom xeterangan Peratur-r
Bupati tentang penjabaran perubahan APRD

Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksuc avat {Z) dan ayat i
diatur dalam Peraturan Bupati.
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. Pasal 117

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa ier.:
perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahur anggaran beriaisn
sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 avac (1) Suruf (¢} dapac
berupa:

a. membayar bunga dan pokok utang densstau obiigasi daers::

yang melampaui anggaran yang tersedia mendahuiui perubahasn
APBD;

melunas1 seluruh kewajiban bunga dan pokoik utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ~NS akibat adanw«
kebijakan pemerintah;

mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan zetentuan pasai 94:
mendanai program dan Kkegiatan baru aengan criteria harus
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjaian:

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanva
ditingkatkan dan yang telah ditetapkan semuia daiam DPA-SKF)
tahun anggaran yang dapat d1se1esa11<an sampai aenqan ;am 3

oo

oo

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumm a untuk penaanaa 1
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf (a), hurur

_(b), huruf (c), dan huruf (f), diformulasikan teriebih dahulu daizm

DPPA-SKPD. .

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun secelumnya unitux
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksua pada avat (2) hurur
(d) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-3KPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun zebelumnya uniux
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksua pada ayat (2) huru
(e) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD

Pasal 118

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud daiam pasai 110 avat -}

huruf (d) sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran daizm
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daeran dapat meiakuian

pengeluaran yang belum tersedia anggarannva vang selaniutra

diusulkan dalam rancangan perubahan APRD.
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Pendanaan keadaan darurat yang belum r:ersedia anggarannva
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan beiana
tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencuiuni dapat dilakuk. .

dengan cara:

a. menggunakan dana dan hasil penjadwaian :tiang capaian tars:
kinerja program dan kegiatan lainnya caiam tahun anggara:
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avar i2} termasuk belari«

untuk keperluan mendesak yang Kkriterianva diterapkan daiz:

peraturan daerah tentang APBD.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak seipagaimana dimakst

pada ayat (5) sekurang-kurangnya mencakun:

a. program dan kegiatan pelayanan aasar masvarakat vany
anggarannya belum tersedia dalam tanun anggaran berjaia::
dan

b. apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian vang lebih besur
bagi pemerintah daerah dan/atau masyaraxat.

Penjadwalan ulang capaian target kinerja wnrogram dan kegiatz:

lainnya dalam tahun anggaran berjalan senagaimana dimaxs:.:

pada ayat (4) huruf (a) diformulasikan terieini ~tahuiu dalam DPF !

SKPD.

Pendanaan keadaan mendesak untuk <esmiatan sebagaimarn:

dimaksud pada ayat (6) diformulasikan teriebin dahuiu dalam R -

SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadi s=ereiah ditetapkannva

perubahan APBD, Pemerintah Daeran dapat melaKIlet n

pengeluaran yang belum tersedia anggarannyva sepanjang kas

tersedia dan dana tidak terduga tidak cuxup iersedia untux
membiayai keperluan mendesak tersebut.

(10) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat {9 disampaikan

dalam laporan realisasi anggaran.

. {11) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksiia

pada ayat (9) diformulasikan terlebih danuiu daiam RKA-SK:D

‘untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD ocieh PPKD setel:ut

memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

(12) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendana: xegiatan aaiam keadann

darurat/mendesak sebagaimana dimaksud wvadaa avat [2) dan avss
(5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (13) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keaaaan darurat/mendesis

sebagaimana dimaksud pada ayat

- (14) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ientang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
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Pasal 119
Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud caiam pasal 110 avart
(1) huruf (e} merupakan keadaan yang menyebabkan esumiesi
penerimaan dan/atau pengeluaran daiam APRD mengaianu
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% {lima puluh perser::.
Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara
pendapatan dan belanja dalam APBD.
Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati. , , _
Realisasi pengeluaran atas pendanaan <eadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (&} zicantumkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD. :

Pasal 120

Dalam hal kejadian luar biasa yang menvebabkan estims=
penerimaan dalam APBD mengalami penimngkatan iebih dari 3
(lima puluh persen) sebagaimana dimaksu calam nasal 119 zvur
(1), dapat dilakukan penambahan - kegiztan Saru  dan/atuw
penjadwalan ulang/peningkatan capaian targer Kineria program can
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Penambahan kegiatan baru sebagaimana aimaksud pada avat
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKASKPD.

Penjadwalan ulang/peningkatan capaian targer xineria program aan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada =zver (1) diformulasikic:
terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana aimaksud pada ayat
dan ayat (3) 'digunakan sebagai dasar wnenvusunan rancangan
peraturan daerah tentang perubahan kedua APRD.

Pasal 121

Dalam hal kejadian luar biasa yang menvebabkan estimasl
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan :ebih darm 3¢
(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud caiam pasal 119 avar
(1), maka dapat dilakukan penjadwaian aiang/nengurangm
capaian target kinerja program dan kegiatan :iainnya dalam tahun
anggaran berjalan.

Penjadwalan ulang/pengurangan capaian :arget sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke daiam DPPA-SKPD.
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‘antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud paca

et mbbuaslsstlaiean T Ll d

DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada =zvat {2) digunaian
sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangz
perubahan kedua APBD. :

Bagian Ketiga
Penyiapan Raperda Perubahan AFPED

Pasal 122

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan :sPDkl

'SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang teta:

disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih
lanjut oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD dﬂakukan untuk menelaah kesesuaizs

ayat (1) dengan kebijakan umum perubanan APBD serta Pri
perubahan APBD, prakiraan maju yang iecian direncanakan atan
yang telah disetujui dan dokumen perencanaan iainnya serwa
capaian kinerja indikator kinerja standar anausis belanja, stanaar
satuan harga, dan standar pelayanan minimai.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan TPPA-SKPD vang
memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan daiam
perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan

‘'sebagaimana dimaksud pada ayat {21, 3KPD melakukan

penyempurnaan.
Pasal 123

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubanan APBD yang telsn
disempurnakan oleh SKPD, disampaikan xepada PPKD untu
dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DOPPA-
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubanan AFPBD yang ieian
dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturai:

. Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupai:

tentang penjabaran perubahan APBD oleh PP

Bagian Keempat
‘Penetapan Perubahan APED

Pasal 124

Rancangan Peraturan Daerah tentang perupanan APBD aan
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubanan APBD vang
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disusun oleh PPKD memuat pendapatan, beiania dan pembiavaar
yang mengalami perubahan dan yang tidak merngalami perubaharn.

Pasal 125

Lad Lo ae

sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 :erdiri dari Rancanga.l,:.

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD bheserta lampirannya.

Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sepbagaimana dimaksuc

pada ayat (1) terdiri dari:

a. ringkasan perubahan APBD; _

b. ringkasan perubahan APBD menurut =rusan pemerintahsi
daerah dan organisasi;

c. rincian perubahan APBD menurut urusan némerintahan daerai:.
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiavaan;

d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintaher
daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan;

e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untux keselarasan den
keterpaduan urusan pemerintahan daeran dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan Negara

f. daftar perubahan jumlah pegawai per goiongan dan per jabatan:

g. daftar pinjaman daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang cerubahan APE

Pasal 126

Rancangan Peraturan Bupati tentang peniataran perubahan APEL

sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 :israiri dari Rancangant

Peraturan Bupati tentang penjabaran perupanan APBD bheseri:

lampirannya.

Lampiran Rancangan Peraturan Bupati sepagaimana dimaksuc

pada ayat (1) terdiri dari:

a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daera::.
belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan

b. penjabaran perubahan APBD menurut Zrganisasi, prograi.
kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obvek pendapatan.
belanja dan pembiayaan. -

Pasal 127

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telan
disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APED
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebeium disampaikan oien
Bupati kepada DPRD disosialisasikan kepada masvarakat.
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APED
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersiiat memberikan informast




(1)

(3)

(4)

(5)

mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyaraist
dalam pelaksanaan perubahan APBD ' sebagaimana APBD tahun
anggaran yang direncanakan.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daeran tentang perubahan

APBD ' dilaksanakan oleh Sekretariat Jaerah pada Bagian
Keuangan.

Pasal 128

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentan«
perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lampat
minggu kedua bulan September tahun ansraran berjalan unt.
mendapatkan persetujuan bersama.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daeraii sctagaimana dimaks ..
pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan nerubahan APBRD.
DPRD menetapkan agenda pemhahasan ‘:ncangan Peratu.. -

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat i 1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daeran berpedoman vaca
kebijakan umum perubahan APBD serta PPA nerubahan APBD vans
telah disepakati antara Bupati dan Pimpinan oPRD.

Pengambilan keputusan DPRD untuk menvetujui Rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksiia

pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bula_n sepeium tahun anggaran
yang bersangkutan berakhir.

Pasal 129

Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daeran
tentang perubahan APBD Kabupaten aimanhera Tengah dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APED
Kabupaten Halmahera Tengah menjadi Peraturan Daerah aan
Peraturan Bupati berlaku ketentuan pasai 66 avat (i}, ayat {2), aver
(3), dan ayat (4).

Dalam hal Gubernur menyatakan hasii ¢valuasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Supan
tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umium
dan peraturan perundang - undangan vang lebih tinggi, Buvam
bersama DPRD melakukan penyempurnaan valing lama 7 {fujuni

-hari kerja terhitung sejak diterimanya hasii evaiuasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjut: cien Bupati dan SPRT.
dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentanz
perubahan APBD dan Rancangan Peraturan 3Bupati fentans

_penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah =an

Peraturan Bupati Gubernur membatalkan feraturan Daerah
Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menvatakan o

RS S 3 1S
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diperkenankan melakukan perubahan APRD dan tetap beriasu
APBD tahun anggaran berjalan. _

Pembatalan Peraturan Daerah dan Feraturan Bupati serm:
pernyataan berlakunya APBD tahun ©erailan sebagaimanaz
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 130

Paling lama 7 {tujuh) hari kerja setelah pempataian sebagaimans
dimaksud dalam pasal 129 ayat (4), Bupat: harus memberhentikan
pelaksanaan Peraturan Daerah dan selaniumya TPRD bersams
Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksua.

Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana aimaksud pada ayat i i
dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Fencabutan Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 131

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi vang dilakukan atss
Rancangan Peraturan Daerah tentang vperubahan APBD
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjaparan perubahan APED
kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 132

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sersinin wneraturan Hae~ o
tentang perubahan APBD ditetapkan, memuperitanukan xepa:::

. semua kepala SKPD agar menyusun —incangan DPA-SKT7

terhadap program dan kegiatan yang dianggarican dalam perubanan
APBD.

DPA - SKPD yang mengalami perubahan aaiam tahun beriaian
seluruhnya harus disalin kembali ke dalam [okumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkar i»aeran (DPPA-SKPLH
Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud paga avat {2) terhaaan
rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan vang
mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran haris
disertai dengan penjelasan latar belakany perbedaan jumian
anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelan
dilakukan perubahan.

DPPA-SKPD dapat dilaksanakan seteiah ‘ibahas TAPD an
disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.
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BABIX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Asas Umum Penatausahaan Keuangas Daerah

Pasal 133
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan/bendahara pengeluaran dan orang atau badan vanz

menerima atau menguasai uang/barang/kekavaan daerah waith
menyelenggarakan penatausahaan sesua: <dengan peraturan

- perundangundangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang meniam dasar pengeluar:
atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material ¢

“akibat yang timbul dari penggunaan surat buxt dimaksud.

Bagian Kedua
- Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daeran

Pasal 134
Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM

. C. pejabat yang diberi wewenang mengesaihkan surat pertanggli»z

jawaban (SPJ);

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

pengguna anggaran/pengguna barang SKPD:

kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang DKPD
bendahara penerimaan SKPD;

bendahara pengeluaran SKPD;

bendahara penerimaan pembantu SKPD:

bendahara pengeluaran pembantu SKPD:

pejabat lainnya yang ditetapkan daiam rangka pelaksanasn
APBD.

FT TR e A

Penetapan pejabat yang ditunjuk sebaga: kuasa penggura

anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pacs
ayat (1) huruf (f) dilaksanakan sesuai dengan xeobutuhan.
Bendahara pengeiuaran SKPD sebagaimana uirnaksud pada ayat
huruf (h) dapat lebih dari 1 (satu) orang rerzantung pada besaran
SKPD, besaran jumlah uang yang dikeioia. seban kerja, lokast

kompetensi dan/atau rentang kendali dan erunmpangan obieki

lainnya.
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Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada avat @

huruf (k) dapat didelegasikan oleh Bupati kenara Kepaia SKPD.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada avat {4} mencakun:

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang meiaksanakan fungsi tz:a
usaha keuangan pada SKPD; A

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanaxan satu atau beberan
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

¢. pejabat yang diberi wewenang menarncatangani surat bubi

pemungutan pendapatan daerah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bus
penerimaan kas dan bukti penerimaan iainnva yang sah; dan

e. pembantu bendahara penerimaan aanjatau  pembani
bendahara pengeluaran.

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud vaca ayat (1) dilakukan

2 (dua) minggu setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapikar:.

Pasal 135

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara vpengeiuaran daiam
melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan =wada satuan kerin
dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu tendahara penerimasan
dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan
dengan keputusan kepala SKPD.

Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud waca
ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen
penerimaan. _

Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud paad

.ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir pembuat dokumen

pengeluaran uang atau perigurusan gaji.

, Bagian Ketiga
Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 136

Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dziam

pasal 80 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada avat {1} ke rekening kas

umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dianggap san

setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daeran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan denegan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau
kantor pos oleh pihak ketiga; dan
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| (c)

(5)

c. disetor melalui bendahara penerimaan oien nihak ketiga.

Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau sura:

berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 {satu) hari kera
dan/atau atas nama pribadi pada bank arau giro pos kecuai
ditentukan lain dalam peraturan perundangan.

Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukn
pembayaran oleh pihak ketiga kepada bGendahara penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurut

diterbitkan dan disahkan oleh PPKD atau peiabat iain yang dituniu:

oleh Bupati.

Pasal 137

Bendahara penerimaan pada SKPD wsajib menvelenggarake:
pembukuan terhadap seluruh penerimaan nan wenvetoran atss
penerimaan yang menjadi tanggung Jawaor V.

Bendahara penerimaan - pada SKPD war i

mempertanggungjawabkan secara administranf atas pengeloiaa:
uang yang menjadi tanggung jawabnya @<gan menyampaik;

laporan pertanggungjawaban penerimaan ‘sepada penggurna

anggaran/kuasa pengguna anggaran metaiui PPX-SKPD paiiny
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Bendahara ~ penerimaan pada SKPD Walis

- mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang

yang menjadi tanggung jawabnya dengan menvampaikan iaporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD seiaku BUD paiins
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. _

PPKD melakukan  verifikasi evaluasi dan anaiisis atas Ilapors:
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada avs:
(3).

Mekanisme dan tata cara verifikasi svaiuasi dan anaiiss

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 138

Bendahara penerimaan pembantu wajb menyelenggaraken
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan can nenvetoran ains
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bendahara penerimaan pembantu wajib menvamneukan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada hendahara penerimazn
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara penerimaan sebagaimana dimaxsud vpada avat %
melakukan verifikasi evaluasi dan anausis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan.
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Pasal 139

Bupati dapat menunjuk bank, badan, iempaga keuangan stz
kantor pos yang bertugas melaksanakan sebazan tugas dan fungs
bendahara penerimaan. ,

Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor DOS sebagaimaii
dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uans vang diterimanya =
rekening kas ummum daerah paling lama 1 {satui hari kerja terhituns
sejak uang kas tersebut diterima.

Bank, badan, lembaga keuangan atau ikantor pos sebagaima:::
dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawapkan seiuruh nany
kas yang diterimanya kepada Bupati melaiu1 SUD.

Tata cara penyetoran dan pertanggungiawaban sebagaimarna
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayart i41 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 140

Bendahara penerimaan pembantu wajib menvetor seiuruh wang
yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama i
(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas terseput diterima.
Bendahara penerimaan pembantu memperianggungjawabkan buxn
penerimaan dan bukti penyetoran dari seiuruh uang kas vang
diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 141

Pengisian  dokumen  penatausahaan ' tenerimaan dapar
menggunakan aplikasi komputer dan/atau ziar eiekironik lainnva.

Pasal 142

Dalam hal bendahara penerimaan berhalanean maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 {sat.
bulan, bendahara penerimaan tersebut waiib memberikan sur::
kuasa kepada pejabat yang ditunjux antuk  melaikuies s
penyetoran dan tugas-tugas bendahara cenerimaan  auiis
tanggung jawab bendahara penerimaan vang bersangkut:n
dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 {tiga
bulan harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan den
diadakan berita acara serah terima;

C. apabila bendahara penerimaan sesudah J ‘iga | bulan beium
juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap vang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti der:
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jabatan sebagai bendahara penerimaan nan oieh karena i
segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeiuaran

Pasal 143

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen
kas menerbitkan SPD.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (i} disiapkan oleh kuasa
BUD untuk ditandangani oleh BUD.

Pasal 144

Pengelua_ran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD ataii
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 145

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang uipersamakan denga;tx
SPD sebagaimana dimaksud dalam ©casal i44 bendahas:
pengeluaran mengajukan SPP per kegiatan kepada nengguz..‘
anggaran/kuasa pengguna anggaran melaiui PPX-SKPD,

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dari:

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU); :

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

d. SPP Langsung (SPP-LS). .

Pasal 146

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-iIP dilakukan oten
bendahara pengeluaran ' untuk memperoieh persetujuan dari
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaiui PPK-S K D
dalam rangka pengisian uang persediaan.

Pengajuan SPP-UP sebagajmana dimaksud wvaaa avat {1) dilampari
dengan daftar rincian rencana penggunaan flana sampai dengan

. rincian obyek belanja.

Pasal 147
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-U ddilakukan oien
bendahara pengeluaran untuk mempercic:: o2ersetyjuan .
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaiui PPK-SKii .

dalam rangka ganti uang persediaan.
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Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampr:
dengan daftar rincian penggunaan dana samvai dengan rincien
obyek belanja, dan dokumen pertanggungjewzvan atas dana vars
sudah digunakan.

Pasal 148

Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan =FP-GU sebagaimar
dimaksud ‘ dalam -pasal- 146 dan pasal :i47 ditetapkan daiam
Peraturan Bupati.

Pasal 149

Penerbitan dan pengajuan dokumen SFPP-3U dilakukan oien
bendahara pengeluaran untuk memperoien bpersetujuan dar
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meiaiui PPKSKPD
dalam rangka pertanggungjawaban sisa uang versedian, dan gant
uang persediaan yang tidak digunakan pada bulan pengajuan SPP-
GU. :

-Pasal 150

GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoicn
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa nengguna anggaran
melalui PPK-SKPD dalam rangka untuk menutup/mengakhiri
permintaan pengganti uang persediaan SPP-UP/GU) vang
disebabkan oleh berakhirnya kegiaian atau nerakhirnya tahut:n
anggaran.

Pengajuan SPP-GU NIHIL sebagaJmana cumaKsua pada avat :.:
dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengzan

‘rincian obyek belanja, dan dokumen pertanggungjawaban atas dara

yang sudah digunakan.
Pasal 151

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-31J NIHIL untuk SFF-
UP/GU dilakukan oleh bendahara pengeiuaran untuk memperoien
persetuyjuan dari pengguna anggaran/kuasa pengzuna anggarsn
melalui PPK-SKPD dalam rangka pertanggungjawaban belanja uang
persedian, dan belanja ganti uang persediaan untuk menutu:n
mengakhiri permintaan pengganti uang versediaan (SPP-UP/(U]
yang disebabkan oleh berakhirnya kegiatan atau beraxnlrnva tahun
anggaran.
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" Pasal 152

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oiel:
bendahara pengeluaran untuk memperoieir persetujuan dan
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaiui PPK-SKPL
dalam rangka tambahan uang persediaan.

. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari

PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan daiam -
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas
umum daerah. '

Pasal 153

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-T1J MIHIL uantuk SPP-TT
dilakukan * oleh bendahara pengeluarar _.ntuk memperoieis
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD dalamn rangka untux ~enurmup/mengaxii
permintaan tambahan uang persediaan {SFFP-'J} vang disebapie::
oleh selesainya peng-SPJ-an setiap pengajuaii 2P TU.

Pengajuan SPP-TU NIHIL sebagaimana aimaxsud pada avat
dilampiri dengan daftar rincian penggunaan :iana sampai dengan
rincian obyek belanja dan dokumen pertanggungiawaban atas dari=
yang sudah digunakan.

Pasal 154
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-CGU “IHIL untuk SPP-TL

dilakukan oleh bendahara pengeluaran ntuk memperoie:n
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa vengguna anggaré:l

melalui PPK-SKPD dalam rangka pertanggiingjawaban beian:a

tambah uang persedian untuk menutup :nerigakniri permintazi
tambahan uang persediaan (SPP-TU) wvang disebabkan olen
selesainya peng-SPJ-an setiap pengajuan SPP-T1J.

Pasal 155
Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan 3PP-TU sebagaimaiia
dimaksud dalam pasal 146 ayat (1), pasai 147 ayat {1), pasal i3

dan pasal 152 ayat (1) digunakan daiam rangka pelaksanasi
pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawankan.
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' Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaxsud pada ayat

Pasal 156

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-L3 untuk pembayaran gan
dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dilakukan oleh bendanara pengeiuaran guna
memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna

‘anggaran melalui PPK-SKPD.

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang der

_jasa untuk disampaikan kepada bendahara vpengeiuaran daiam

rangka pengajuan permintaan pembayaran.

‘Bendahara pengeluaran mengajukan IIL'PP s seba,qaimmu

ditandatangani oleh PPTK guna mempermen _,uersetuguan penggw )
anggaran/kuasa pengguna anggaran melaiui FPK-SKPD.

Pasal 157

Permintaan pembayaran untuk suatu Kkegiatan dapat terdiri dari
SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU..

SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat :i} untuk pembayarsi
langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat
perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuszi
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dilakukan untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang niia
kontraknya tidak lebih dari Rp 10.000.000.00 {sepuiuh juta rupiar::.
SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud ovada avat (1) untui
pembayaran pengeluaran selain yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 158

Pengguna  anggaran/kuasa  pengguna inggaran — menenn

kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, 3P0 1] dan SPP-L.3 vori

diajukan oleh bendahara pengeluaran

Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagainana aimaksud peii:

ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang iciukan sebagaimesr:s

dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPXSKPD mengembaliksar
- dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPPTU, dan SPP-.3 kepada bendahars

pengeluaran untuk d11engkap1

Pasal 159
Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaxud dalam pasai 153

ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuass
pengguna anggaran menerbitkan SPM.

68




(2)

(3)

(4)

)

(1)

(@)

L TwE PREk

Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 175
ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau :idak sah, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran menoiak menerbitkan SPM.
Dalam hal pengguna anggaran/kuasa cengguna anggars:
berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat vaiu
diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 160

Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud cdaiam pasai 159 ayart :
paling lama 2 (dua) hari kerja terhltung seiak cliterimanya dom.m*
SPP.

Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimakud daiam pasai 59
ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanva
pengajuan SPP.

Pasal 161

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajuksn
permintaan uang persediaan kepada Kuasa BUD dengan

‘menerbitkan SPM-UP.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran  mengajukin
penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa
BUD, dengan menerbilkan SPM-GU yang silampiri buku 2ac
pertanggungjawaban atas  penggunaan  uang  persediazn
sebelumnya.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan uans
persedian/ penggantian uang persediaan .=PM-UP/GUj i{epddri
kuasa BUD paling lambat sebelum tanggai 20 setiap bulannya.
Dalam hal uang persediaan tidak mencukup: kebutuhan, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambanail
uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TLS,

Pelaksanaan melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman bvada

Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 162

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan untuix
menutup/mengakhiri permintaan pengganti uang persediaan {(SPT-
UP/GU) yang disebabkan oleh berakhirnva kegiatan ata:
berakhirnya tahun anggaran dengan menerbitkan SPM-GU NIHIL,
kepada kuasa BUD dengan dilampiri laporan vertanggungjawabei
atas penggunaan uang persediaan sebelumriiva.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan

Al

penutup/mengakhiri permintaan tambahan uang persediaan (SPP-
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TU) yang disehabkan oleh sélesainya peng-3PJ-an seuap pengajusr
SPP-TU dengan menerbitkan SPM-TU NIHIL kepada kuasa BUT:.

~ dengan dilampiri laporan pertanggungjawaban atas penggunasn

tambah uang persediaan yang diajukan.

.Pasal 163

~ Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran dilarang menerbltkan ="M vang membebiiu

" tahun anggaran berkenaan.

" Pasal 164

.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SFM vang diterima ass

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran vang ditujukesn

kepada bank operasional mitra kerjanya.

Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimmana dimaksud paca

ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak <PM diterima.

Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran vang diajukeis

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:

a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dansatau

b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 161 ayat (2).

Dalam hal kuasa BUD -menolak permintaan pembavaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan vafin=z

lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 165 .

Bendahara pengeluaran secara administratii waiib memnertanggur g
jawabkan penggunaan uang = persediaan/ganti i
persediaan/tambah uang persediaan kepada Aemala DKPD melalis
PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan herikutnya.

Dalam hal laporan pertanggun.'awaban gepagaimana dimaksiud
dalam ayat (1) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat
pengesahan laporan pertanggungjawaban.

Ketentuan batas waktu penerbitan surat TJengesahan laporan

pertanggungjawaban pengeluaran dan canksi keterlambaran
penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan ‘dalam
Peraturan Bupati. : ' .
Untuk tertib laporan pertanggungjawaban ovada akhir tahun
anggaran pertanggungjawaban pengeluaran cana buian Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desemper.

Dokumen pendukung SPP-LS dapai dipersamakan dengan puxi
pertanggungjawaban atas pengeluaran pempavaran beban langsung
kepada pihak ketiga.
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Bendahara pengeluaran pada SKPD wanb mempertanggung
jawabkan secara fungsional atas pengeloican uang yang menjaci
tanggung  jawabnya dengan = menvampaikan iaporé&n
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD seiaku BUD paliing
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeiuaran secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada avat 6] dilaksanakan
setelah  diterbitkan surat pengesahan -ertanggungjawabzi
pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 166

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban vang

disampaikan, PPK- SKPD berkewajiban:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan sertanggungjawaban dei
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang ailampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas nengeiuaran per rincian
obyek yang tercantum dalam ringkasan ver rincian obyek;

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas teban pengeluaran =av
rincian obyek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D  vans
diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 167

Bendahara pengeluaran pembantu dapa: -::umuk berdasarici:
pertimbangan tingkatan daerah, besaransKPD. besaran jumian
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi. .ompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif iainnva.

Bendahara pengeluaran pembantu wanb menvelenggarak:n
penatausahaan terhadap seluruh pengeiuaran vang menjac
tanggung jawabnya.

Bendahara = pengeluaran pembantu zalam melfakukan
penatausahaan menggunakan bukti pengeiuaran vang sah.

(4) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menvampaikan iaporan

(5)

pertanggungjawaban pengeluaran kepada nendahara pengeiuaran
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara pengeluaran melakukan verifikas:. svaiuasi dan analiss
atas laporan pertanggungjawaban pengefuaran sebagaima«iz
dimaksud ayat (4). :

Pasal 168
Pengguna anggaran/kuasa pengguna =znggaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendaliara penerimaan cas
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bendahara pengeluaran sekurang-kurangriva : {satuj kali dalam
(tiga) bulan. o '
Bendahara penerimaan dan bendahara vengeiuaran melakukan
pemerikaan kas yang dikelola oleh %Sendahara penerimaan
pembantu dan bendahara pengeluaran zembantu sekurana-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan avat i}
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan xa=s.

~ Pasal 169

Bendahara pengeluaran yang mengelola heianja btunga, subsich.
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasii. 5antuan keuansar:.
belanja tidak terduga dan pembiayaan meiakukan penatausahasin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundansg-undangan.

Pasal 170

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan. maka:

a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 {sat.y
bulan, bendahara pengeluaran tersebut waiib memberikan surat
kuasa rkepada' pejabat yang - ditunjuk untuk melakukan
pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas
tanggung jawab bendahara pengeluaran vang bersangkutan
dengan diketahui Kepala SKPD;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-iamanya 3 f{tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran
diadakan berita acara serah terima;

c. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 {tiga } bulan beium
juga dapat melaksanakan tugas, ‘maxa dianggap vang
bersangkutan telah mengundurkan 4iri atau berhenti
jabatan sebagai bendahara pengeluaran =an nieh karena -
segera diusulkan penggantinya.

Pasal 171

Tata cara penatausahaan bendahara peng=maran diatur iet:
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Akuntansi Keuangan Daerzi:

Pasal 172

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun mengacu kevatii
standar akuntansi pemerintah.
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Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagarmana aimaksud pac..
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupau.

Pasal 173

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah paling seaikit meliputi:

a. prosedur akuntansi penerimaan kas;

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c. prosedur akuntansi aset;

d. prosedur akuntansi selain kas;

Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud wvada avat (1) disusun
berdasarkan prinsip pengendalian intern sesual dengan kerentu...:
peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanaxan oieh PPKD.
Sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh PPK-SKPD

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat  mengkoordinasike::
pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahars
penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 175
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang xebijakan akuntans
‘pemerintah  daerah  dengan  berpedoman  ocada  stancss
. pemerintahan. '

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud wada avat
merupakan dasar pengakuan, pengukuran can pelaporan atas aser
kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja wan vembiayaan ser:z
laporan keuangan.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) sekurang-
kuranganya memuat :

“a. Defisit, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun

dalam laporan keuangan;

_b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian neiaporan keuangarn.

Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf (a) juga mencakup kebijakan mengenai harez
perolehan dan kapitalisasi aset.

Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat :4i
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas utang
dibayarkan terdiri dari belanja modai. ©elania administras:
pembelian/pembangunan, belanja penerimaan vajak dan niiai waiar
imbalan lainnya yang dibayarkan sebage: komponen harsa

- perolehan asset tetap.
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Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana pada avat {4 merupakan
pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan niiai wajar imbaian
lainnya yang dibayarkan sebagai penambah niiai aset tetap.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberikan pada setiap tahun
anggaran dimuat dalam catatan atas iaporan Xeuangan tahuui
anggaran berkenaan.

: BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA AN APBD

Pasal 176

Kepala SKPD selaku pengguna anggaro: menvelenggaraki.
akuntansi atas transaksi keuangan aset, oo dan ekuitas daic
yang berada dalam tanggungjawabnya. 4

Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana wimaxsua pada avat -
merupakan pencatatan/penatausahaan atas ransaksi keuangan o
lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan xeuangan sehubunga:i
dengan pelaksanaan anggaran dan barang aikewianva.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud vaaa avat (2) terdiri do—
laporan realisasi anggaran neraca, dan <atatan atas laporan
keuangan yang disampaikan kepada =uvati melalui PPXKD
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berak. -
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna SLarans
memberikan pernyataan bahwa pengeloiaan APRD vang menjaci
tanggung jawabnya telah diselenggarakan serdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, sesual tengan ketentuiil
perundangundangan.

- Pasal 177

PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asert
utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan
perhitungannya. .

PPKD menyusun laporan keuangan pemeriritan daeran terdiri dar: .
a. Laporan Realisasi APBD;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Bupati meiaiui Sekretaris Daernn

~selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan “aeran dalam ranewxa
- memenuhi Pertanggungjawaban Pelaksanaan «£BD.

Laporan Keuangan sebagajmana dimaksua pada avat {(2) disusun
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerimtah tentang Stanast
Akuntansi Pemerintahan. -
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- Rancangan Peraturan Daerah tentang Certanggungjawabs

" laporan arus kas, catatan atas laporan keusngan . szerta dilamui

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud caca avat {1} dilampin
dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja wan iaporan keuangan
badan usaha milik daerah/perusahaan daeran.

Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana aimaksud pada ava
(8) disusun dari ringkasan laporan keterangan oertanszgung“awandl
Bupati dan laporan kinerja interim di iingkungan pemerintan
daerah. '

Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pacs
ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menter: Daiam Negeri vars
mengatur mengenai laporan kinerja intermmi  &i  lingkungan
pemerintah daerah.

Laporan keuangan' pemerintah daerah sebagaimana (11maksud paca

‘ayat (1) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pacia
ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam daiam rangka memenuui
Pertanggun.awaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 178

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Taerah tentavig
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kevada DPRD berun=z
laporan keuangan yang telah diperiksa cieh Radan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam! nsulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksua wvaaa avat (1) memus:
laporan keuangan yang meliputi laporan reaisas: anggaran, nerdacs.

dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan :khusaor

laporan keuangan Badan Usaha Milik Daeran.

Pasal 179

Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD :enagaimana dimaksua
dalam pasal 177 ayat (2) disampaikan xepada BPK selambazi-
lambatnya 3 (tigaj bulan setelah tahun anggaran peraxhir.
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK seuagaimana dimaks$ud
pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatriva = iduai bulan seteici
menerima laporan keuangan dari Pemerintan Caeran. .
Apabila sampai batas waktu sebagaimana cimaksud pada ayat :.
BPK belum menyampaikan laporan hasii pemeriksaan, Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud daiam pasai 179 ayat i i}
diajukan kepada DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3}
dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus
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kas, catatan atas laporan keuangan, dan :aporan kinerja yarn

ti

hasilnya sama dengan yang disampaikan ke SPK.
Pasa.l_ 180

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan keuangan berdasarkan hasii pemeriksaan BFY
atas laporan keuangan pemerintah daerah sevagaimana dimaksuad
dalam pasal 179 ayat (1).

Pasal 181

Rancangan Peraturan Daerah' tentang ertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud datam pasai 179 avat 3
dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupau :entang penjabaren
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana aimaksud pada ayar : .
dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:

‘a. Ringkasan laporan realisasi anggaran, dan

b. Penjabaran'laporan realisasi anggaran.
Pasal 182

Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sepagaimana dimaksuct
dalam pasal 179 ayat (3) ditentukan oleh DPRD.

Persetujuan Bersama terhadap Rancangan reraturan Daeras
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APRBD cieh DPRD paiing
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daersn
diterima. :

Pasal 183

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tiaimahera Tengah waiib
dipublikasikan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Laporan Keuangan yang telah diaudit <ien &PK dan ieian
diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 184

Rancangan Peraturan Daerah tentans ‘“ertanggungjawatii
Pelaksanaan APBD yang telah disetuju: :ersama DPRD .:an
Rancangan Peraturan Bupati “anrang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD seneum aitetapkan oiah
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Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampa:<an kepada Gubernti.
untuk dievaluasi.

Hasil Evaluasi disampaikan oleh Gubernun Kepada Bupau panr .
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitunz selax diteriman: -
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 'z-»mna_nera Tengan aen
Rancangan Peraturan Bupati = entang Penjabarsn
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sehbagaimana dimaksuc
pada ayat (1)

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Kancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban - Peiaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati CImrang Penjabars:
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD suaah sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundarng-undangan yang leiii

tinggi, Bupati menetapkan Rancangan dimaksud men1ac11 Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupa’u

Pasal 185

Dalam hal Gubernur menyatakan hasii z:valuasi Rancangzn

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dan Rancangan Peraturan Bupati ~2ntang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD <+idak =sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang iebih
tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan senvempurnaan pauneg
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak alterzmanva hasil evaluas

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti sieh Bupati dan SPRI

dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang

‘Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan #ancangan Peratursn

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AFRD
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Surat dimaksud sesii:
dengan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 186

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi ~ancangan Peraturiui
Daerah tentang Pertanggungjawaban Peiaksanaan APBD =
Rancangan = Peraturan Bupati centang Penjabar&n
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD :evada pMentern Daiain
Negeri.
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BAB XI -
PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu
Pengenda.lian Defisit APBD

' Pasal 187

Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumbersumbz?

- pembiayaan untuk menutupi defisit terseput dalam peraturan

daerah tentang APBD.
Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam avat {1} ditutup dengz»

pembiayaan netto.

Pasal 188

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pem. mf vaan :

a. Sisa lebih perh1tungan anggaran 3iLPA)  :daerah ‘-ta’i‘?uﬁ_l::")
sebelumya;

Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang awmyf«_nk.an

Penerimaan Pinjaman;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman: can

Penerimaan piutang daerah.

Bagian Kedua
Penggunan Surpius APBD

Pasal 189
Dalam Hal APBD diperkirakan ‘surplus penggunaannya dltetaDKcm
dalam peraturan daerah tentang APBD

Pasal 190
Penggunaah Surplus APBD diutamakan untuk nengurangan utane.

pembentukan dand cadangan, - penyeitaan modal, danjatau
pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
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BAB XII
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Pengelolan Kas Umum Daeran

Pasal 191

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakean
melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 192

Dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKi* membuka rexen: s
kas umum daerah pada bank yang ditenturan oieh Bupati dnn
diberitahukan kepada DPRD. _ :

Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran
daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan
rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
Rekening penerimaan sebagaimana dimaisud pada avat )
digunakan untuk menampung penerimaan aaeran seuap hari.

Saldo rekening penerimaan sebagaimana wmaksua pada ayat i)
setiap akhir hari kerja wajib disetorkan semirunnya ke rekening was
umum daerah. '

Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada avat
(2) diisi dengan dana yang bersumber dar rekening kas umuim
daerah. -

Jumlah dana yang disediakan pada reken:ne pengeiuaran sebags:
mana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana
pengeluaran untuk membiayai kegiatan nemermtanan vang ters:
ditetapkan dalam APBD. :

Pasal 193

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunsa dan/atau jasa g

atas dana yang disimpan pada bank umum serdasarkan TiNglial, ‘
suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. ~ |
Bunga dan/atau jasa giro yang dipercienn semerintah daer:n |
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan sen I
Daerah. '

Pasal 194

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang aiberikan oleh paix
umum didasarkan pada ketentuan yang beriaku pada bank umum
yang bersangkutan. »
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Biaya sebagalmana dlmaksud pada ayatr :i; dibebankan vada
belanja daerah.

Bagian Kedua ‘
~ Pengelolaan Piutang Daeraii

- Pasal 195

Setiap PeJabat yang diberi kuasa untuk imé ierigeiola pendapata.
belanja, dan kekayaan daerah wajib meﬂquqahakan, agar setian
piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
Pemerintah Daerah mempunyai hak menaanuiul atas piutang jenis
tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-unaangan.

Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seiurunnya dan tepat
waktu, diselesaikan menurut Peraturan Perunaang-undangan.
Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat nunungan keperdataan
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuai mengenai piutang
daerah yang cara penyelesalannya sesuar dengan ketentusn
perundangundangan. :

Pasal 196

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara :mutiak atau bersyas:t
dari pembukuan, sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan
piutang negara dan daerah, kecuali mengena: piutang daerah vansz
cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Kketentuan
perundang-undangan.

Penghapusan sebagaimana d1maksud pada ayat (i} sepamansg
menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oieh:

-a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. :.200.000.000,00 (sdut

miliar rupiah); .
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumiah lebih dari &o.
'1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pasal 197

Kepala SKPKD menatausahakan piutang daeran.

Khusus piutang pendapatan asli daeran, -=epaia SKPD {rang
memiliki kewenangan memungut pajak -dan reswribusi daerziy
melaksanakan penagihan piutang penaapatan asli daeran
berdasarkan bukti dan administrasi penagifian sKPKD.

Untuk melaksanakan penagihan piutan : uaeran \’eba,qalmu.;a

QWP

dan administrasi penagihan.
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Pasal 198

Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan :calisast penerimasai:
piutang kepada Bupati

Bukti pembayaran p1utang SKPKD dari <thak ketiga hars
dipisahkan dengan bukti penerimaan kas :r:: penaapatan vaos
tahun anggaran berjalan. '

Bagian Ketiga -
Pengelolaan Investasi Daerzi

Pasal 199

Pemerintah Daerah dapat melakukan invesias: iangka pendek aan
jangka panjang untuk memperoleh manaat skonomi, Sosia:
dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 200

Investasi Jangka pendek sebagaimana dimaiksud daiam pasal 199
merupakan investasi yang dapat segera dicawrican dan dimaksudian
untuk dimiliki selama 12 (dua belas) buian atau kurang.

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud daiam pasal {5¢.
merupakan investasi yang dimaksudkan untui dimiiiki iebih dar

selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 201

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dailam pasal 200
ayat (1) terdiri dari investasi permanen dan noni permanen.

Investasi permanen sebagaimana dimaksud wmada ayat

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkeianiutan tanpa ada miat
untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kemnaii,

Investasi non permanen sebagaimana dunuxsua nada avat
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak nerxeianiutan aiau sdaa
niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kemnpau.

Pasal 202
Pedoman Investasi permanen dan non wvermeanen sebagaimana

dimaksud dalam pasal 201 ayat (1), atas wersetuiuan DPRD “--
mengacu ketentuan peraturan perundang-unaangan vang beriak..




(2)

@)

- Penerimaan hasil atas investasi pemerin:s
. dalam kelompok Pendapatan Asli Dac

Pasal 203

Uang milik pemerintah daerah yang semeniara beium digunakan
dapat didepositokan dan/atau diinvestasitan dalam investast
jangka pendek sepanjang tidak mengganggu iikuiditas keuangan
daerah.

Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat { %}
ditetapkan oleh peraturan Bupati.

~ Pasal 204

Investasi pemerintah daerah sebagaimana aimaksud dalam vpasal
199 dianggarkan dalam pengeluaran pembiavaan.

Divestasi pemerintah daerah dianggarikan dalam penerimaan
pembiayaan pada jenis hasil penjualan xexavaan daerah vang
dipisahkan.

Divestasi pemerintah daerah yang dialihkar: untuk diinvestasixan
kembali dianggarkan dalam pengeluaran =nempbiavaan pada iens
penyertaan modal (investasi) pemerintah dac¢ran.
aderan dianggari.ot
Daca  jenis el

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahx an.
Pasal 205
Pendapatan bunga atas deposito dianggarkan dalam kelomvox

pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daeran
yang sah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daeran

Pasal 206

Barang milik daerah dlperoleh atas beban .1PBD dan perolenai

lainnya yang sah.

Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ...

mencakup:

a. barang yang diperoieh dari hibah/ sumbanoan/ atau yang sejenis:

b. barang yang diperoleh dari kontrak keria sama, kontrak bag:
hasil dan kerja sama pemanfaatan barang ik daerah;

- ¢. barang yang diperoleh berdasarkan penetavan karena peratursdii

perundang-undangan; -
d. barang yang diperoleh dari putusan pengaa:ian.
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 Pasal 207

Pengelolaan barang daerah meliputi rangraian Xkegiatan a=n

tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan
kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemaniaatail.

pemeliharaan, penatausahaan, penilaian. penghapusar:.

pemindahtanganan dan pengamanan.
Pengelolaan barang daerah diletapkan dengszn wperaturan daers:
tersendiri dan berpedoman pada Peraturan :’s:.ncang-Undangan.

. Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 208

Pemerintah daerah dapat membentuk dana <adangan 1unn
mendanai kegiatan yang penyediaan aananva tidak aapar
dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat :i:

ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud vaaa ayat (2) mencakup
penetapan tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis
program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bpersamaan dengan
pembahasan rancangan peraturan daerah tentang AFBD.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembpentukan cana
cadangan sebagaimana dimaksud pada avar {4} :ditetapkan olen
Bupati bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daeran
tentang APBD. ~

Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana unaksud pada avar «
dapat bersumber dari penyisihan ataspensiimaan daerah kecual
DAK, pinjaman daerah, dan pénerimaan lain wang nenggunaann:
dibatasi untuk pengeluaran tertentu “ercasarkan peraturin
perundangundangan.

Penggunaan dana cadangan dalam satu -2 anggaran menisos
penerimaan pembiayaan APBD dalam ::oun anggaran  yans
bersangkutan.

Pasal 209

Dana cadangan sebagaimana dimaksud aaiam pasai 208 avat i
ditempatkan pada rekening tersendiri yang «iketoia oieh PPKD.

Dalam hal dana cadangan sebagaimana cdimaksud pada avat .
belum digunakan sesuai dengan peruntukannva, dana iersebut

"
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dapat ditempatkan dalam portofoho yang memberikan hasil te=n
dengan resiko rendah.

Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksua
pada ayat (2) menambah dana cadangan.

Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai opagian yang tidak
‘terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

 Pasal 210

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasai 37
ayat (2) huruf (b) digunakan untuk menganggar rkan pencairan dana
cadangan dari rekening dana cadangan ke rskening kas i
daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Jumlah yang dianggarkan tersebut pada avat {il vaitu sesua
dengan jumlah yang telah ditetapkan daiam wperaturan daeran
tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 211

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana

cadangan ke rekening kas umum daerah senagaimana almai\quu
dalam pasal 208 ayat (1) dianggarkan dalam nelanija langsung SKPD

. pengguna dana cadangan berkenaan kecuali aiatur tersendiri daiam
- peraturan-perundangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Pinjaman Daeran

Pasal 212

Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APRD
dan/atau untuk menutup kekurangan kas.

Pinjaman daerah digunakan untuk membiavai Keglatan vang
merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 213

Bupati dapat mengadakan pinjaman aerah sesuaidengan
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentans
pelaksanaan pinjaman daerah.

Biaya berkenaan dengan pinjaman daeran dibebankan pada
anggaran belanja daerah.
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Pasal 214

Hak tagih mengenai pinjaman atas beban wacran kadaluwarsa
setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut -atuh tempo, kecuail
ditetapkan lain oleh undangundang.

Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada avar 11} tertunda apabiiz

pihak yang berpiutang mengajukan tagihan xevada daerah sebeium
berakhirnya masa kadaluwarsa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avar {1} tidak beriain
untuk pembayaran kewajiban bunga dan poxnic pinjaman daerah.

Pasal 215

Pinjaman daerah bersumber dari:
pemerintah;

pemerintah daerah lain;

lembaga keuangan bank;

lembaga keuangan bukan bank; dan
masyarakat.

©poop

Pasal 216

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

a. Pinjaman jangka pendek;

b. Pinjaman jangka menengah; dan

c. Pinjaman jangka panjang. R

Pinjaman jangka pendek sebagaimana Jimaksud ayat ;
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangr:a waktu kurang aiau
sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembavaran
kembali pinjaman yang meliputi pokok piniaman. bunga, dan biava
lain seluruhnya harus dilunasi daiam rahun anggaran vang
bersangkutan.

Pasal 217

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati rang teiazh melakukan

perjanjian pinjaman jangka menengah Geriienti sepelum masa
. jabatannya berakhir, maka perjanjian piniaman jangka menengan

tersebut tetap berlaku.

Pasal 218
Pinjaman jangka pendek hanya dipergunaxan untuk menutup
kekurangan arus kas pada tahun anggaran vang bersangkutan.

Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiaval
penyediaan layanan umum yang tidak menghasiikan penerimaan.
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- ¢. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman varig

Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai provex
investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pasal 219

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam meiakukan pinjamsan
jangka pendek adalah sebagai berikut:

-a. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangika pendek ielan

dianggarkan dalam APBD tahun bersangkutan.

b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf {a} merupakan
kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

C. persyaratan lainnya yang dlpersyaratkan nleh calon pembern
pinjaman.

d. rekomendasi dari Pimpinan DPRD

Pasal 220

Dalam hal Bupati akan melakukan pinjaman jangka menengan.
wajib memenuhi persyaratan sebagai beriku::

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah tumiah pinjaman vang

akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh nDwiuh lima persen] der
jumlah penerimaan umum APBD tahun seveiumnya.

b. rasio proyeksi kemampuan keua:rr Taerah  untus
mengembalikan pinjaman paling sedikit ;.5 {&ua koma limaj.

berasal dari Pemerintah.
'd. mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 221 -

Penerbitan obligasi daerah d1tetapkan dengan peraturan daeran
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Persetujuan Menteri Keuangan sebag'aimana aimaksud pada avat
(1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Tailam

" Negeri.

Peraturan daerah sebagaimana chmaksua pvaca ayat H) sekurang-
kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominai opiigasi daeran
yang akan diterbitkan.

Penerimaan hasil penjualan obligasi daeran dianggarkan paaa
penerimaan pembiayaan.

Pembayaran bunga atas obligasi daerah wianggarkan anggaran
belanja daerah.
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Pasal 222

Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daeran dilakukan meiaiu
rekening kas umum daerah.

Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman
pihak lain.

Pendapatan daerah dan / atau aset daerah ivarang milik daeram
tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daeran.

Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daeran neserta barang riiik
daerah yang melekat dalam kegiatan tersepui zapat dijadikan
jaminan obligasi daerah.

Pasal 223 -

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan aras pinjaman aaem
dan obligasi daerah.

Pasal 224

Pemerintah daerah wajib melaporkan posis: kumuiatif pinjaman
dan kewajiban pinjaman kepada Menter:i Xeuangan dan iMenter
Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.

Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban piniaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. jumlah penerimaan pinjaman;

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bungal dan

c. sisa pinjaman.

Pasal 225

Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang
dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh iemvpo; _
Apabila anggaran yang tersedia dalam APRD/perubahan APED
tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok wuran
dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaxsud pada ayat : i
Bupati dapat melakukan pelampauan pembavaran mendahtins

- perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 226

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok titang dan/atau obligas:
daerah sebelum perubahan APBD dilaporican xepada DPRD daiam
pembahasan awal perubahan APBD.

Pelampauan pembayaran bunga dan pokoi utang dan/atau obligas:
daerah setelah perubahan APBD dilaporkan xepada DPRD daiam
laporan realisasi anggaran.
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Pasal 227

Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran nunsa dan cicilan poicos
utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.

Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligas: daerah d1catat paca
rekening belanja bunga

Pembayaran denda pinjaman dan/ atau obligas: daerah dicatat pacs.
rekening belanja bunga

Pembayaran pokok pinjaman dan/ atau obligas: daerah pokok utang
yang jatuh tempo.

‘Pasal 228

Plnjaman Daerah berpedoman pada erentuan peraturan
perundang—undangan
‘Pasal 229

Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan reraturan Bupati.
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud naca avat (1) sekurane-
kurangnya mengatur mengenai :

a. penetapan strategi dan kebijakan pengeiolaan obiigasi daeran

termasuk kebijakan pengendalian resiko:

perencanaan dan penetapan portofoho pinjaman qaerah
penerbitan obligasi daerah;

penjualan obligasi daerah melalui lelang ttan/atau tanpa ielans;
pembelian kembali obligasi daerah sebeium :atuh tempo;
pelunasan,;

aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana xe
pasar sekunder obligasi daerah.

Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana cimaksud pada ayat
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Neceri.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENCGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAY

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasau

Pasal 230

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengeioiaan
keuangan daerah kepada pemerintah daerah vang dikoordinasikan

~ oleh Menteri Dalam Negeri.
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Pasal 231

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud daiam casal 238 meliputs
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi. konsuitasi, pendidikan.
pelatihan, serta penelitian dan pengembangzirn.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud wvada ayat

- mencakup perencanaan dan penyusunan APRD. penatausahasar.
pertanggungjawaban keuangan daerah, pemarntauan. pengendalian
-dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan xeuangan daerah.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan xonsuitasi sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanzan gan penyvusurn
APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD wanw
dilaksanakan secara berkala dan/atau sewairu-waktu, baik sec.ara
menyeluruh kepada seluruh daerah maunun kepada daeran

~ tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dirnaksud pada ayvat :i:
‘dilaksanakan secara singkat berkala bagi Bupau atau Wakil Bupan.
Pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daeran. dan pegawai neger
sipil daerah.

Pasal 232

- v Pembinaan sebagaimana dimaksud daiam pasal 231 wuniux
Kabupaten dikoordinasikan oleh Gubernur selaku waxui
pemerintah.

' Pasal 233

(1) DPRD melakukan pengawasarn terhadap peiaksanaan peraturan
daerah tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dlmaksud daiam avat {1} merupakan
pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD
dengan kebijakan umum APBD sesuai dengan RPJMD dan RKFD
-tahun berkenaan.

Pengawasan pengelolaan keuangan daeran berpedoman paaa

| T | | ~ Pasal 234
| ketentuan peraturan perundang-undangan.
i
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BAB X1V :
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 235

Setiap kerugian yang disebabkan oleh tindaikan melanggar hukum
atau kelalaian = seseorang harus zegera diselesaikan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan peraiuran
perundang-undangan. '

‘Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lam

yang karena perbuatannya melanggar hukum atau- meialaikan
kewajiban yang dibebankan kepadanya secara iangsung merugiikan
keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, seteian
mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian
akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 236

Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan iangsung atau kepaia
SKPD kepada Bupati dan diberitahukan zepada BPK selambart-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah serugian daerah ru
diketahui. ‘

Segera setelah kerugian daerah itu diketahu:. kepada bendahara.
pegawai negeri bukan bendahara, atau pejavat lain yang nvaia-
nyata melanggar hukum atau meiaisikan  kewajibannva
sebagaimana dimaksud dalam pasal 238 avar i) segera dimmtaran

surat pernyataan kesanggupan dan/atau wengakuan ‘bahwa -

kerugian tersebut menjadi tanggung jawaonya dan bersediz
mengganti kerugian daerah dimaksud.

‘Jika surat keterangan tanggung jawab muusk udak mungiin

daerah, Bupati segera mengeluarkan surat kenutusan pembebanan
penggantian kerugian sementara kepada yang persangkutan.

Pasal 237

Dalam hal bendahara, pegawai negeri “uxan bvendahara, siau
pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti rugi kerugian daeran
berada dalam pengampunan, melarikan diri. atau rmeninggal dunia.
penuntutan dan penagihan terhadapriva beralth kepada
pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, “erbatas gaaca
kekayaan yang dikelola atau diperoiehnya. vang berasal gari
bendahara, pegawai negeri bukan bendaiiara. atau pejabat am
yvang bersangkutan. '
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Tanggung jawab pengampu/yang memperoien nak/ahli waris untuk
membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada avat
(1) rnenjadi hapus apabila dalam waktu .. {tiga) fahun seax
keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara. atau pejabat iain
yang bersangkutan, atau sejak bendahara. negawai negeri nukan
bendahara, atau pejabat lain yang %ersangkutan diketahin
melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoien
hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh »neiabat vang berwenang
mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 238

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sepagaimana diatur daiam

' peraturan Bupati berlaku pula untuk uang aansatau barang bukan
‘milik daerah, yang berada dalam penguasazrn sendahara, pegawal
' negeri bukan bendahara, atau pejabat lain vang digunakan datam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ketentuan penyelesaian kerugian daerain dalam peraturan
pemerintah ini berlaku pula untuk pengeicia perutsahaan daeran
dan badan-badan lain yang menyeienggarakan pengeloiaan
keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan
perundangundangan tersendiri.

Pasal 239

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara. dan pejabat lain vang
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian caerah dapat dikena:
sanksi administrative dan/atau sanksi pidana.

Putusan pidana atas kerugian daerah terhacap bendahara, pegawa:

negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidaik membebaskan vang

bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
Pasal 240

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap vendahara ditetapkan
oleh BPK.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian caerasri ditemukan unsur
pidana, BPK menindaklanjutinya sesua: <engan Peraturan
Perundang-Undangan. '

Pasal 241

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadan pegawal negeri tukan

‘bendahara ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 252

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara runrutan ganti kerugian
daerah dengan Peraturan Daerah dan bervectoman nada Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 243

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjanc

mengenai teknis pelaksanaannya diatur :ehih ianjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 244

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriawu Peraturan Daersn
Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 7 Tanun 2007 tentang Pokox-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun 2007 Nomor 7 dicabut dan dinyatalan
tidak berlaku lagi

Pasal 245

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintanian pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannva daiam Lembaran
‘Kabupaten Halmahera Tengah. :

' Ditetapkan di Haimahera Tengan
- Pada tanggal 24 Desember 2014
BUPATI HALMA}/E_;E\RA TENGAR

M. AL YASIN ALY

‘Diundangkan di Halmahera Tengah
- Pada Tanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHERA TENGAH
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR: 9 TAHUN 2014
| ~ TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

1. UMUM

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efekwi. ansparan, .:an

" bertanggung jawab dengan memperhatikan kezaiian. kepatutan,
manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tuntutan fransparansi
akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin wmeéningkat pada =7
reformasi saat ini, tidak terkecuali transparans: dalam pengeiolacm
keuangan Pemerintah Daerah.

1
1
Ta

Paradigma pengeloiaan keuangan daerah menunrut akuntabilitas dan
transparansi yang semakin besar dengan feiap mempernatikan zasas
~ keadilan dan kepatutan. Masyarakat tidak hanya cipancang sebagai obvex

pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek vembangunan. Ada dua
tujuan utama yang ingin dicapai dalam kebijakan otonomi daerah yaitu
tujuan politik dan tujuan administrasi. Tujuan politiic akan memposisiican
pemerintah daerah sebagai medium pendidikan pontik bagl masyarakat
ditingkat local yang secara agregat akan mempunyai xontribusi daiam
pendidikan politik secara nasional. Disisi lain, tuiuan administrasi akan
memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintanan daeran o
tingkat local yang berfungsi untuk menyediakan veiavanan publik, yatu
bagaimana misi utama dari keberadaan dari pemerintah daerah dalam
rangka mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan Keuangan daeran
- dengan penyediaan pelayanan public secara efekui. =resien aan ekonomus.
‘Harapannya bahwa terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang acil
dan merata sesuai dengan amanat undang-undang.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan saian 3atu ’bagian yan
- mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannva U No.32 un
2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun
. '2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Psmerintah Pusat Lan
Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang terseput ielah mem'berma-

xm.
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. Pasal 11

LR 1 LI

kewenangan lebih luas kepada pémerintah daeran. Xewenangan vang
dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobiiisasi sumber dana.
menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

iI. PASAL DEMI PASAL

"Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2 -
' Cukup jelas

. Pasal 3 ' :

Cukup jelas -
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

‘Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9 .

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

Cukup jelas

~ Pasal 12

. Cukup jelas
Pasal 13
. Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20 ‘
Cukup jelas
Pasal 21
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 Pasal 33

. Pasal 37 -
' Cukup jelas - -

- Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jela
Pasal 24 g
Cukup jelas
Pasal 25
. Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30 '
_ Cukup jelas
Pasal 31

- Cukup jelas |

Pasal 32
‘ Cukup jelas

Cukup jelas

‘vPasal 34

Cukup jelas

- Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

_ Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Pasai 43
Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
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, Cukup jelas
Pasal 45
- Cukup jelas
. 'Pasal 46
~ Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas .

Pasal 50

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
: ‘Cukup jelas
 Pasal 53
Cukup jela
- Pasal 54 -
Cukup jelas
Pasal 55
- Cukup jelas
Pasal 56

Rt N L A

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 57
' Cukup jelas

Pasal 58 -

Pasal 59

.Pasal 60

Cukup jelas

* Cukup jelas

Cukup jelas |

Pasal 61

Pasal 62

Cukup jelas_ |

Cukup jelas '

- Pasal 63

Cukup jelas |

Pasal 64 .

Cukup jelas

Pasal 65

- Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
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- Cukup jelas
Pasal 68

: Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
- Cukup jelas
Pasal 72

" Pasal 73

Pasal 74
. Cukup jelas
Pasal 75
: . Cukup jelas
Pasal 76 _
. Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78 :
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
. Cukup jelas
Pasal 84 .
Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas -

Pasal 86

' Cukup jelas

Pasal 87

: - Cukup jelas
Pasal 88

- Cukup jelas |

Pasal 89

Cukup jelas

, Pasal 90

Cukup jelas

~Cukup jelas .
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Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
_ : Cukup jelas
. Pasal 93
: Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas

-Pasal 95
, Cukup jelas
Pasal 96
B Cukup jelas

Pasal 97

Pasal 98

: Cukup jelas

-Pasal 99

. Cukup jelas
Pasal 100

‘Cukup jelas
Pasal 101

Cukup jelas - |

" Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104
_ Cukup jelas
Pasal 105
_ Cukup jelas
- Pasal 106 .
. Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109

Cukup jelas

.Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
: Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas
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Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

" Pasal 115 .
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